
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
TAHUN 2020 NOMOR \% SERI F NOMOR <S?>0

PERATURAN BUPATI SAMOSIR 
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SAMOSIR,

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 

perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kabupaten Samosir;

b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak 

daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan 

Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah 'Kabupaten 

Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

, pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Samosir tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 

Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor..... /



Nomor 126, - Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); L

4. Undang-Undang Nomor; 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);

6 . Undang-Undang- : Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20:14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Perherintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan- Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum/;,dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran?1Nbgara Republik Indonesia Tahun 2016
! '/’t ’: . ? ■ )U '■

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
, - - r T T , :  T

Indonesia Nomor 5950); 3;'

9. Peraturan Daerah. Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 

2011 tentang; Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Samosir Tahtm -2011 Nomor 40 Sei C Nomor 31);
1

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Samosir (Lembaran r Daerah Kabupaten Samosir Tahun

2016 Nomor 40 Seri'D Nomor 28);
: J i; ■ !.. I '

MEMUTUSKAN /



MEMUTUSKAN :

: TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 
KABUPATEN SAMOSIR

BAB I
; KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Samosir dan Perangkat 

Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah1 Kabupaten Samosir.

3. Bupati adalah Bupati; Kabupaten Samosir.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Samosir.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan
• .

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

6 . Pejabat adalah’ pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Perpajakan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang- 

undangan; ’ j'" ib ;h'' . ’

7. Petugas Pajak;radalah-petugas Badan Pendapatan Daerah 

yang menangani- Perpajakan; Daerah.

8. Pelayanan; adalah- pelayanan Perpajakan Daerah yang 

diselenggarakan- oleh_ Badan Pendapatan Daerah.

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.

10. Kas Daerah: adalah'Kas Daerah Kabupaten Samosir.

11. Pajak Daerah, ? yang -seilanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusit wajib -kepada-;Daerah yang terutang oleh orang
.hk, ’ . ',iy

pribadi atau;-badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, 'dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara 1 a n g sun g r dandi  gunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya,kemakmuran rakyat.

12. Badan adalah - sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan -kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan 

Usaha Milik ;. Negara(BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Firma, Kongsi, - Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
V "VV* U ' - 
"'.".r'-.r :

'dac- -t h’.
Perkumpulan /



Perkumpulan, Yayasan, organisasi Massa, Organisasi Sosial 

Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk 

Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan 

Bentuk Usaha Tetap. ;

13. Wajib Pajak adalah orang; pribadi atau Badan, meliputi

pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang 

mempunyai hak i dan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan ■ Perundang-undangan Perpajakan 

Daerah. ' ; ' , ;

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

bertanggung-jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil 

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib 

Pajak menuruk Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

atau jangka, waktu-lain yang diatur Peraturan Bupati paling 

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, .menyetor dan melaporkan Pajak 

yang terutang. ! . i

16. Tahun Pajak radalahrjangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.

17. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat,' dalam. Masa Pajak, dalam Tahun'Pajak, atau

dalam B4giani,r..1=̂ .htit3; Pajak sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan/Perund.ang-undangan Perpajakan Daerah.
/ 'j.1 j'V s .j / y,

18. Nomor PqkokjbkWajibr B&jak Daerah, yang selanjutnya
" fA^/h';/' I :;T

disingkat NPW.PP:'adalah pomor yang diberikan kepada
' i ! ■ .f . Jj ' j  .5 ‘V'  ' . . .

Wajib Pajakisebagai’/sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas Wajib' Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan

besarnya Pajak yang.-terutang sampai kegiatan penagihan 

Pajak kepada- Wajib . Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. : V,7tu / - /’b.

/a//../r

/y// //

20. Self Assesment /



20. Self Assesment adalah l Wajib Pajak menghitung, 

memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah 

Pajak yang terutang.

21. Official Assesment adalah Pajak yang terutang ditetapkan 

oleh Pejabat Pajak berdasarkan'Objek Pajak yang diterima, 

dimiliki, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

22. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat FPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 

untuk mendaftarkah diri dan melaporkan objek pajak atau 

usahanya ke.Badan Pendapatan Daerah.

23. Surat Pemberitahuan •; Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkatySPTPD;. adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk-, melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran Pajak,- Objek -Pajak dan/atau bukan Objek 

Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

Ketentuan Peta tu ran Perundang-undangan Perpajakan 

Daerah. ' ; .... r r

24. Surat Setoran:' Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSPD, adalah; bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 

yang telah, dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui 

tempat pembaxaran';;--yabg 1 telah ditunjuk oleh Kepala 

Daerah. ~j- ,,"i y-Y y r, -- '-r;.

25. Surat Ketetapran'-iPajak-Daerah,-yang selanjutnya disingkat
•-'l! ■ O' i r fO " M  ii

SKPD, adalahth^uratOKetetapan pajak yang menentukan
, .1; ’ j ' j  , ( i '  I; : ’  ' ’ j

besarnya-jumlghYpokok Pdjak yang terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak • Daerah Kurang Bayar, yang 

s e 1 an j u t ny a - d.i s in gk a t " S K P D K B, adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang -menentukan., besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit v Pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak,; besarnyan sanksi administratif, dan jumlah
Y. ' .1 K I

Pajak yang masih harus dibayar...

27. Surat Ketetapan !Pajak Daerah’ ,Kurang Bayar Tambahan,
Y.: i '  ' . j  ;f.,Y ■ YY i Yt

yang selanjutnyaY-'-disipgkat YSKPDKBT, adalah Surat

Ketetapan -Pajak'-yang menentukan tambahan atas jumlah
/ :■ 1 Y ;u;i ' O

Paj a k yang telah ditetapkan. ■ y -
Y  ; : ' ;  ■ Y' I : ' Y' ’

28. Surat Ketetapan Pajak ;Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan 

Pajak yang '.menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Pajak /



Pajak karena jumlah'-'kredit Pajak lebih besar daripada 

Pajak yang terutang atau 'seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan 'Pajak-Daerah, yang selanjutnya disingkat

STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 

dan/atau sanksi administrasi/ berupa bunga dan/atau 

denda. y.

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan dalam; penerapan ketentuan tertentu dalam 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang 

terdapat dalam ;Surat;Pembdritahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan-Pajak Daerah j .Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 

Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

Keputusan Keberatan; ; -

31. Surat Keputusam Keberatan adalah Surat Keputusan atas 

Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
i ’ j '

Surat Ketetapan--Pajak Daerab, Surat Ketetapan Pajak
v- ■ .yy \ j

Daerah Kurang.- Bayar,< - Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang BayarTTambahan|: Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, SuratyKeLetapan' iPajak Daerah Lebih Bayar, atau 

terhadap pemotongan; atau pemungutan oleh pihak ketiga
• ;,:i ' V ,' ; 1 1

yang diajukan'Wajib Pajak. ;
\ :'l-! '-f ' * * : ’ 1 j ,

32. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak

atas banding/-terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

d i aj u k an o 1 e h W aj i b Paj a k ; -

33. Pembukuanfe^/addiahyi suatu - proses pencatatan yang 

dilakukan;-secara teratur juntuk mengumpulkan data dan 

informasi .keuangan -yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan: dan-'biayay-serta jumlah harga perolehan dan
' ''i - : 'i 'ii;

penyerahan barang - atau • jasa, yang ditutup dengan
’v ' ' l

menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca, dan laporan 

Laba Rugi untuk Periode tahun pajak tersebut.

BAB II /



BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWPD

Pasal 2
(1) Setiap Waj.ib;: Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ 

Pengelola/ Penanggung Jawab usaha wajib mendaftarkan 

diri pada Badan Pendapatan Daerah dan melaporkan 

usahanya dengan mengisi FPWPD.

(2) Wajib Pajak/ Penanggung: Pajak/ Pemilik/Pengelola/ 

Penanggung Jawab usaha . mengambil sendiri FPWP di 

Badan Pendapatan Daerah-atau diberikan oleh petugas 

kepada Wajib. Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ 

Pengelola/ .Penanggung Jawab usaha.

(3) FPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam 

bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/ 

Penanggung' Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung 

Jawab usahatatau orang lain yang diberi kuasa khusus.

(4) Kuasa Khusus adalah orang yang diberi wewenang untuk 

menandatangani FWPD daiji pemberi kuasa secara tertulis.

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
i , *

melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan

menunjukkan aslinya; | :

b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin 

Usaha ba-gi yang memiliki Surat Izin Usaha.

(6) Wajib Pajak/ Pertanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/
: i-,! : j', ■: j . f .

PenangghngyJJdwab --usaha yang telah mengisi FPWPD
I ;i : - i'-:- . 'j'h'.tj •{ ' l'..'l jj ; r

dengan darj. langkap sebagaimana dimaksud-
i 1 i " ,  j .  U i  I  j  - i  ' j ’  j ' '  \ ' 1 |i  : '

pada ayat î(-3Jii}dan;r'l7ayatj; disampaikan ke Badan
f'' / V.'IVi-. !: , f i)! 1 * | ■ ‘ ' -‘ "'i h,1

PendapataritjUaerahi-baik.'oleh;-Wajib Pajak atau kuasanya 

selambat-lambiat-nyarj4 - (ernpat belas) hari sejak tanggal
>■ 'U* M '

diterimanya FPWPD.- - f

(7) FPWPD yang-telah disampiaikan diberi tanda dan tanggal
y  r  - ’ ' ’’ ' -

penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk
' ' 1 i ■. J - ’ i

Wajib Pajak serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan 

ke pada ny a di berikan ka rtu: N PWPD.
(8) Badan Pendapatan Daerah menyerahkan kartu NPWPD 

selambatUambatnya 4 ,7? -(tujuh) hari sejak FPWPD 

dikembalikan oleh’.Wajib: Rajak atau Penanggung Pajak.

-4 r  - -

\,;v
, i

,r.

(9). Kepala Badan



(9) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara Jabatan 

dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, Pemilik/ 

Pengelola/ ;Penanggung Jawab usaha tidak melaksanakan 

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(10) Wajib Pajak .yang/bersifat insidentil dan atau mempunyai 

usaha yang tidak menetap tidak dibuatkan NPWPD serta 

tidak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

(11) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, 

NPWPD harus" dicantumkan pada setiap dokumen 

Perpajakan Daerah dan surat-surat yang ada 

hubungannya • dengan pemberian pelayanan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

i
* - r Bagian Kesatu 
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 3
Sistem pemungutan Pajak Daerah dibedakan menjadi :

a. Pajak dibayar sendiri' oleh

dan

Wajib Pajak (Self Assesment);

b. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati (Official
.■'.u : f t  v.b.

Assesment}. ■ • : ,,1 ' / b
• u.

' DA.Tiv'Y ; -Bagian;Ke dua•Bagiai
Pajak Dibayar Sendiri bleh Wajib Pajak 

b : ; r Pasal 4
Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Pajak Hotel; . . f ■ s

b. Pajak Restoran; , / b ,
’ j _ ’■ \ \ i ' f "

c. Pajak Hiburan; ; ■ . b  J t

d. Pajak Penerangan Jalan;]} j b ' f ;
' i’ ' ■ ■ , ' ;■ /'j j\’ | ! i' / : ' ''

e. Pajak Mineral Bukan Logarrvdan'Batuan;

f  Pajak Parkir. _b , |!i,

Pasal 5 /



Pasal 5
Setiap Wajib . Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan Perpajakan Daerah.

(2) Untuk usaha mikro kecil dan menengah, Bupati dapat 

memberikan fasilitas bebas pajak sampai dengan 6 (enam) 

bulan sejak usaha tersebut berdiri apabila pemilik usaha 

melaporkah dan mendaftarkan usahanya dengan 

kesadaran sendiri ke Badan Pendapatan Daerah atau 

dilaporkan oleh SKPD pembina atau SKPD pemberi izin.

Pasal 6
(1) Wajib Pajak -yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri 

sebagaimana dimaksud • dalam Pasal 5 dibayar dengan 

menggunakan SPTPD.

(2) Wajib Pajak mengambil'-sendiriformulir SPTPD di Badan 

Pendapatan Daerah atau disampaikan oleh petugas

kepada Wajib Pajak. -r "'-!r
■ i

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi

dengan- benar, jelas dan;lengkap serta ditandatangani oleh
' ' t a < i : : u W' ! ,

Wajib Pajak/Penanggung. Pajak/Pemilik/Pengelola/ 

Penanggung Jawab. ' W.r r /, 'r

(4) S FT PD ''Sebagaimana - d imak su d pada ayat (1) harus
’ i ■' K ' ! '■ ]}'. i 'i

disampaikan kepada,■,Bupati; melalui Badan Pendapatan 

Daerah-^selambatUambatnya 10 (sepuluh) hari setelah

berakhirnya masa-pajak. W';. \

(5) Apabila ;b;alas yyaktu. penyampaian SPTPD jatuh pada hari 

libur, makaybatas;jwaktu penyampaian SPTPD jatuh pada 

hari kerjwberiku thy a. h ; ~ W:; - v n
'  j l ' U  r . V .  i '  W  ;  .1 ‘  ■

Penyamphiany SI^PD; seba:gaimana dimaksud pada ayat
, • - t ! . !  ■ .  t ■' f  ;  ■ j  ■ ;  ?  ‘  ;

(4), dengan; ymelampirkap - keterangan atau dokumen 

pendukung-.yang digunakan sebagai dasar perhitungan
l' '

(6)

pengenaan' ptycmr;—  . -'t

(7) SPTPD dapat dianggap tidak disampaikan, apabila tidak

ditandatangani r■: . oleh - ? .Wajib Pajak/Penanggung

Pajak/Pemiiik^Pengelola*// i Penanggung Jawab

sebagaimana dimaksud • pada ayat (3) dan/atau tidak
; 1 /:'tk M

sepenuhny-a:;W'djlampiri;; .’keterangan atau dokumen

: ' {;> r l i r
pendukung.........../



pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan 

lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

diberi tanda:dan,tanggal penerimaan.

(9) Wajib Pajak -yang telah melakukan pembayaran pajak

terutang berdasarkan SPTPD kepadanya diberikan tanda 

bukti pembayaran serta dicatat dalam Kartu Data Pajak 

Daerah.- - > ■ :

(10) SPTPD yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang 

telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

telah diberikan -surat peringatan/teguran, maka jumlah 

pajak yang terutang .ditetapkan secara jabatan dengan 

menerbitkan SKPDKB. -

(11) SKPDKB-diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian 

atau Pemeriksaan atas usaha Wajib Pajak.

(12) Bupati mendelegasikan ke\yenangan kepada Kepala Badan 

Pendapatan Daerah • karena; jabatannya, untuk 

menandatangani SKPDKB.!

Pasal 7/y-

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib
. ; 'b j  ■ s: . . r' ' : i

Pajak v'ajtau TPepapggung ; Pajak dapat memberikan' 

perpanjangan: -batas,h waktu penyampaian SPTPD paling 

lama menjadi? (dua)'bulan. .: v

(2) Permohohan r •^ebagaiman^  ̂ dimaksud pada ayat (1) 

diajukan;^^ear|(4j|!r]tittlis 'disprtajialasan yang jelas sebelum
. . Ji.li i lyT&hTalC ; L ■ E ' . _____

berakhirnya wakfu|;- penyampaian
. r; , . j : i j  ; j ; T' ,  \

sebagaimana' dimak^dijlalarh 'PaSal 6 ayat (4).

SPTPD

i;«.i ;
T ' f !

, . T 1 ; f Bagian rKetiga
Pajak Dibayar Berdasarkan Penetapan Bupati

; PaSal 8
Pajak yang ; dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Tasal 3 huruf b meliputi :

a. Pajak Reklame;

b. Pajak Air Tanah; , y , !
.'T : -T"d' r :  T n .:

i --i ; ;

V : T ; y  Pasal 9 ...../



; Pasal 9
(1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

sebagaimana- dimaksud;: dalam Pasal 8 memenuhi 

kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) SKPD diterbitkan dengari membuat nota perhitungan atas 

dasar SPTPD yang: telah diisi oleh Wajib Pajak.

(3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan 

Pendapatan : -Daerah <arcna jabatannya untuk 

menandatangani SKPD.

(4) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas

Pajak. r'- ~ ' v ■

(5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga' sebesar 2% (dua persen)• • < " ‘7’ii ■ 'i :
sebulan’dan ditagih melaluj STPDi

(6) Wajib Pajak -yang telah; melakukan pembayaran pajak 

terutang berdasarkan SKRD kepadanya diberikan SSPD 

atau tanda bukti pembayaran serta dicatat dalam Kartu 

Data Pajak Daerah. . j

; ; BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN: DATA TRANSAKSI USAHA

■ f':' - - v Bagian Kesatu
i Pelaporan Data Transaksi Usaha

’rifrin; 'tj-

(1) Wajib Pajak (Jari t Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
iriCi-r:*-;”;..

Hiburan: dan/,atau Pajak Parkir yang pajaknya dibayar 

sendiri,- wajib; melaporkan dan menyampaikan data 

transaksi usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah. 

Data transaksi usiaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

(1) merupakan dasar perhitungan'pajak yang terutang dan 

wajib dilampirkan pada; penyampaian SPTPD.

Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa bon ̂ penjualan, (bill)* ipvoice, struk, karcis, nota
H ’ - i ’ ’ i, U - H

perhitungan, tiket, tanda \ masuk, kartu berlangganan, 

kartu anggota; dan / atau • ben tuk lainnya yang sejenis
' 1 t •:«/ H : : "./l . i '

sebagai i pembayaran;1 atas : pelayanan yang disediakan di 

hotel, / pelayana.ri- ; yang ;- disediakan oleh restoran,

Penyelenggaraan /



penyelenggaraan hiburan dan : penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan1. ?

, Bagian Kedua
Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Hotel

Pasal 11
(1) Setiap Wajib ' Pajak : Hotel : wajib menggunakan bon 

penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan hotel.

(2) Bon penjualan (bill) sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)

wajib dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan 

cara diperforasi. , ■ 'J ] \

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas 

registrasi. _ :.. ' ..

(4) Dalam hak Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas

registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib 

Pajak wajib : melaporkan data - transaksi usaha melalui 

mesin -kas register secaraj berkala dengan melampirkan 

print out- hasil transaksi pada waktu menyampaikan 

SPTPD... - : >-4li;> J y j jb
i- ; i

.... ; ' - - iy: : , 1! Pasal 12
: ’j I :I/; 'i

Penggunaan:1 bpn penjudlam (bill^yrdilakukan dengan cara

sebagai berikdtj. J
ii-jiK” ’’

-y?'-n * y

Bon penjualan (bill)’dibuat [sekurang-kurangnya rangkap 3 

(ti ga) den garrwarn a; 'be r be dadan-memuat:

1. Pelayanan yang- disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran ; termasuk- jasa penunjang, fasilitas

olahrhga dan hiburan; ; :
■ , :Vi ; :

2. Norporui^t/dan-seri;,- ; :1 - :
j '  j.' . f  i ■ 1 i? ' l ' , :  ■■ :

3. Nama dan alamat usaha;- ■
i' 'i' ''. i jy!■/{.. :l ' d  ■ ;

4. Macam, jenis kuantum-, harga satuan per item (jenis) 

dan Jumlah-, -harga jual; dan J

5. Jumlah Pajak Hotel,yang harus dipungut.
: ' i • ■ " < ; : ! 'i ij ■ I ,' "J, i | [

Bon penjualan (bill) ;sebagajmaha [dimaksud pada huruf a, 

harus diserahkan -kepada [Subjek Pajak pada saat Wajib 

Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek 

Pajak; -y.--. --- ■- ;- l

Bon penjualan-(bill) harus digunakan secara berurutan

dimulai dari nomor terkecil; dan seri huruf menurut abjad.

../.v f.
-- -k

j j  ; j, - :
' i

-k

uj;jir.i.':v.dhr y  : j JrJ; ■j'jr.

?. j 1
- .J A . . 

! " 1

Bagian Ketiga /



Bagian Ketiga
Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Restoran

Pasal 13
(1) Setiap iWajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon 

penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan 

restoran.

(2) Bon penjualan (bill) sebagaimana* dimaksud pada ayat (1)

wajib dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan 

cara diperforasi. ‘ ' j 1

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada
; ; ;i • ; . ■ ' ' i;

ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas 

registrasi; • ' :-  7: - . ;

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas

registrasi' sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib 

Pajak wajib "melaporkan data transaksi usaha melalui 

mesin kas register secara berkala dengan melampirkan 

print out ; hasii vtransaksi, pada waktu menyampaikan 

SPTPD. - 7 ,  -7, - r. - i r  i

,-;y ■ Pasal 14 ;
Penggunaan ^bon ^penjualani- (bill)v- dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 77

a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3

b.

(tiga) dengan warna berbeda dan memuat:

1. Pelayanan-ryang-; disediakan oleh restoran meliputi

penjualan-;,: makanan dan/atau minuman yang
• 'jl . i-; li * ' 11 ■ i' 'f - ! '-7 '

dikonsumsi; pembeli;-; • y:.''7,
'H:, Vf I, ,)i 7 ■ : ; ij;.,1 j

2. Nomor urut dan seri; ,7
■*.] i l . y ?  • * ■ , i  ' i  - ' *  ! ; /  ! .  j j h ' r )  |  j i i ; l >  ] ,  '

3. Namai'dan.alamat usaha; • y
• 'j.,r 7 . \7, 7..» 7,ft : :;j 7; i';! j

4. Macam, jenis kuantum/ harga satuan per item (jenis) 

dan Jumlaht'harga-jual; dan ;

5. Jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.

Bon penjualan (bill) sebagaimana- dimaksud pada huruf a,

harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib 

Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek 

Pajak; _ v / ; r

c. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan 

dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.
i ; ' - . ' ” ’r ;i . ■ - j 1■ n.7 77:; vwv.rh. 77"an i"
i ’ ■;

;cr ■- ■. ''7-7’. .ya-r--;;;-'-: 
i>: ■....  ’ 'J  i . ■ 7 Bagian Keempat /



Bagian Keempat
Penggunaan Tanda Masuk pada Pajak Hiburan 

J; .-.' Pasal 15
(1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Hiburan wajib

memberikan tanda , ’ masuk kepada setiap 

penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan

hiburan. :

(2) Tanda masuk' Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara 

diperforasi.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma- 

cuma/bebas tanda masuk,!dan tiket masuk hasil print out 

aplikasi elektronik. r  '
i 1 ;

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma- 

cuma/bebas tanda masuk-sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Wajib Pajak haxils melaporkan data jumlah 

pengunjung pada waktu menyampaikan SPTPD.

(5) Dalam ;hal wajib pajak-menggunakan tanda masuk hasil 

print out aplikasi, elektronik, maka wajib pajak 

menyampaikan data base jumlah pengunjung dan jumlah 

transaksi pada saat pelaporan/pembayaran pajak.

Pasal 16
K .7 i,i : t ' . :• _ V

(1) Tanda rnasuk/ sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat

(1) h a tu $ ■ p̂ e p capt um k a n; nominal tanda masuk yang

harus dibayah.r Tvrus/ v;.V
' V r V  i"; j' T !  - ■’ '7

(2) Tanda-masufespbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
■ ' ;!■ ’■ 7 V ■ '

diserahkan-kepada--Subjek Pajak-pada saat Wajib Pajak
'7 / ji; r 7' -T .

menyelenggarakan-hiburan.
■ v . - ! . / r 1 1 /  , ; ”  ' . j 1

. ..... . .  ̂ . .

; V-rirdr iv- i'.i 'r "Pasal -17 ■ -7
' £ J‘ V : j : ; ..j, >! ■! \ ; ; ' ■

Penggunaan j: tanda'i masuk .dilakukan dengan cara sebagai

berikut: ::VV r/l-V-y: vr-fy
/ r '  ' v (.V' ; T j 7 V -  ' 'V.

a. Tanda masuk.dibuat:sekurang^ memuat :

1 . nominal- tanda -masuk yang ha-rus dibayar;
;7.'7 f 77(V; j'i

2 . nama dan alamat tempat penyelenggaraan hiburan;

3. nomor urut-dan-seri,—- >

b. Nomor /



c.

Nomor urut dalam 1 (satu) bandel ditentukan paling 

banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan 

paling banyak 100 :(seratus) bandel;

Tanda masuk harus digunakan secara berurutan dimulai 

dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

( 1)

(3)

(4)

(5)

( 1)

(2)

Bagian Kelima
Penggunaan Karcis pada Pajak Parkir 

Pasal 18
Penyelenggara atau Wajib Pajak Parkir wajib memberikan 

karcis kepada Subjek, Pajak pada setiap penyelenggaraan 

Parkir. , ;

(2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilegalisasikan, ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara 

diperforasi. i . 1 i;

Dikecualikan tdari kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memberikan karcis 

cuma-cuma/bebas parkir dan tiket masuk hasil print out 

aplikasi elektronik. ' T j

Dalam hal Wajib; Pajak yang {memberikan karcis cuma- 

cuma/bebas •parkir-sebagairriaha;:'ilimaksud pada ayat (3), 

Wajib Pajak harus melaporkan , data jumlah kendaraan
: i ' /j; T !f. jfrv

yang p a r k i r; p a d a w a k t u menyeapp^ikan SPTPD. 

Dalam-;rhSl-;iwaji^kpaj^^e'ng^r^(kan tanda masuk hasil 

print out... aplikasi' . , elektronik/ maka wajib pajak 

menyampaikanr data-base jumlah 'pengunjung dan jumlah 

transaksi j pa.da jsaat' pelaporan/ pembayaran pajak.

uh: ki7.no 
■. ,i' /T'V !•;

'r;:"

v . Pasal 19

Karcis . sebagaimana^ dimaksud pada Pasal 18 ayat (1)
■ {i,'.- i !>* 'J- - ’ " ■ • • ' :r H:

harus'mep.dahtumka.p'hominal-'karcis yang harus dibayar.
: [ ''i ; h , . . ; j ;

Karcis tjsebagaimanaMdimaksud ,-pada ‘ayat (1) harus 

diserahijahhk;epadpyS3ubjek-Pajaklpada saat Wajib Pajak 

menyelenggarakah,parkir; .u ;--c

■jt' T : P asal 20
Penggunaan-;karcis dilakukan-dengan;cara sebagai berikut :

a. Karcis dibuat s e ku ra n g- ku ra n gny a memuat :

1 . nominal karcis yang harus; dibayar;

- ̂  '

\er. ......

i:.
-"'/V'} r

r-
V  I: . . t ;  'i„.U; UUi.

k ir  'i,
2. nama /



2 . nama dan; alamat tempat penyelenggaraan parkir;

3. nomor urut dan seri. ; ; .

b. Nomor: urut dalam 1 (satu) bandel ditentukan paling 

banyak' 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan 

paling banyak 100 (seratus) bandel;

c. Karcis vharus digunakan secara -berurutan dimulai dari 

nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Keenam 
Fasilitasi Kegiatan Usaha

■ ,  ,■ ( '  ■ ■ /  i t  .

Pasal 21 \
(1) Terhadap Wajib Pajak yang melaporkan dan

menyampaikan data transaksi usahanya serta melakukan 

perforasi atas bill, tiket tanda masuk dan karcis parkir 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13,

Pasal 15 dan Pasal 18, Pemerintah Kabupaten Samosir
• . -

dapat memberikan bantuan/fasilitasi mesin kas register 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
i  i

sumber pendanaan lainnya. j

(2) Pemberian bantuan; berapa. y; mesin kas register

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap- sesuai ydengan jumlah unit yang disediakan 

dengan - v: mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah;::; v r v 'v  -.-j

- - r Bagian Ketujuh
Sankisi atas Pelaporan Data Transaksi Usaha

T v  TT i  •
■, ■ . n’iM. 'i b: i i 

: v' j P kj-
(1) Terhadap-' Wajib k’Pajpk, yang T tidak melaporkan dan

• ■ • ■ -;vr c. -rvakriTku. b hy :l 7 ;,' j:j; .7 
menyampalikan ddtaj ; Transaksi usahanya serta tidak

i'! 1
melakukan\'i;pbrforasi:,'atasj: .bill; ;■ tiket tanda masuk dan

’ ',|/~'',a3l.'oi:VVVrVVl>'TV'L'Xl. yr V.CW. VW:';
karcis parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 

11, Pasal ,13, Pasal 15 dan Pasal 18 dikenakan sanksi 

perpajakan berupa :

a. dilakukan pemeriksaan secara  ̂berkala dan dikenakan 

sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan di ;bidang Perpajakan;

b. dilakukan pengawasan rutin atas data transaksi usaha

Wajib Pajak; ;■ ■ - . 7



(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 

Pajak dapat dikenakan sanksi administratif.

(3) Badan Pendapatan Daerah memberikan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 

pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan 

tenggang waktu masing-masing 7 ‘(tujuh) hari kerja.

(4) Dalam 'hal 'Wajib Pajak, tidak - menindaklanjuti teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan 

Daerah merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong 

Praja dan/atau Tim Terpadu Penertiban Pendapatan Asli 

Daerah-/-- untuk melakukan pemasangan

spanduk/stiker/plank peringatan dan hingga penutupan 

sementara kegiatan usaha.

, -- -,/■ BAB V - •
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

(1)

( 2)

Bagian Kesatu 
Pajak Hotel

■ . , ; - j ' '
^Pasal 23

Dasar, pengenaan;Pajak Hotel/adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pelayanan yang djSpdiakan oleh Hotel yang dijadikap
j./'j/ -r t .:b . . ; .■ ' r

dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada
'/'jji/ bui-usr. /'/

ayat (1) meliputi/ii/= ! . /‘ '»'■, >
■■ ,1 t-'V T.. Mlr'/j : j

a. Kamar (room); !

b. M akanrdan/minum,, (food; and/ beverage);

c. Fasilitas telepon, .(faksimile,/ teleks, internet dan
: /,/ 'i.j; , 'i .'j i T

fotokopi;! .V j. . ' '

d. Pelayanan'cuci dan setrikaj(laundry);

e. Pusat-bisnis (business center);-/

f. Transportasi; - - -/in./ T : : r

g. Fasilitas /olahraga yntuk- tamu hotel-dan bukan tamu

' / i-:
liiv

hotel; •

h. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu
•• , i . . i r 1 j.;, ’ ' t; i 1 (.

hotel; dan '*/ '' v(
• ;i ■ ’ 'i ■ ■ ' ' • ■ f .j'. ' j! * i ' -t 5/

i. Persewaan/ruangan

i S';

.! r; . ' / . s ;

'Fr'i' i '
/1:

.... | ;M H .f j
'i,

i r
!

.-.•/?. c a*-.



(2)

(3)

( 1 )

( 2)

Pasal 24
Pemungutan Pajak Hotel dilakukan dengan cara sebagai 

berikut :

a. Sistem Pelaporan; dan

b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).'

Sistem: pelaporan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;

b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak hotel berdasarkan 

SPTPD;dan V

c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka 

d iter b itkan- S KP D" s e ca r a j a b a t a n.

Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf- b, adalah-sebagai berikut:

a. dilakukan oleh; Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi 

Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk 

kegiatan dengan sumber; dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dan Bendahara Pengeluaran Desa untuk untuk 

kegiatan dengan sumber:dana Anggaran Pendapatan 

dan; Belanja Desa; • j D ie : -

b. tata-paraij pernbayaranj - pajakrVhotel oleh bendahara
' | ‘ . * v : u'- ■ -'-t .*■■■ * V

pengeluaMn;;.''/selaku f  , p u n g u t  adalah dengan
i i i 1 ‘ 1 i-S' I- ' r-' ‘ r. I - i

melampifltan kwitansi -pempayaran.

/f77:11 /; T r yBag i an  Kedua fr 
i;. Pajak Restoran 

i’ y : >:f ;' ■ / " " 7  f h  '
1 \  . Pasal 25 T:

Dasari‘ pengenaan ' Pajak.' Restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima .atau yang seharusnya diterima 

Restoran. . |U.j; ' ' p ' ‘

Pelayanan yang‘.'disediakan oleh Restoran yang dijadikan
' r . :71; yrptT:: 7yyrar/: -yyLyyU'

dasar pengenaan' Pajak Restoran ' sebagaimana dimaksud 

pada ayat ; (jlj; meliputi . pelayanan penjualan makanan 

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan rpaupun di tempat lain.



Pasal 26
(1) Pemungutan-; Pajak Restoran dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :

a. Sistem Pelaporan; dan

b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, adalah sebagai berikut i :

a. Wajib Pajak .mengisi SFl'PD;

b. Wajib Pajak membayar 'sendiri pajak restoran

berdasarkan SPTPD; dan 1 : 1

c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka 

diterbitkan - SKPD secara jabatan.

(4) Sistem Wajib- Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud 

ayat (1) -huruf-b,-adalah-sebagai berikut: 

a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi 

Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk 

kegiatan dengan sumber-dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dan Bendahara -Pengeluaran Desa untuk untuk

kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa; - A  j  ; 

b. Tata- cara r pem bay a ran pajak restoran oleh bendahara

pengeluaran ' .selaku • wajib pungut adalah dengan 

melampirkan kwitansi pembayaran.
- i: ! :M t

. . j . ; ,  n, r  - f d;.r;

rt W . Ij ■ Bagian Ketiga
••i<ii ■ Pajak Hiburan

.t  ' T  ■ .
T j  infill !  ̂ i > ■ s,

J : •. ■ r.::
(1) Dasar pengenaan .Pajak 'Hiburan adalah jumlah uang yang

(2)

diterima !||?iatauj 'f iyan^U'j seBarusnya diterima oleh 

penyelenggara Hiburdn. ' j  -1 •* - , i
f ’j  —  r  -  —  ■ - j ' - - I -  ’l  : ,1 ]  ; ;  i

Jumlah pembayaran atau .yang seharusnya diterima
'Cc' r. '; .': ■p'OT.b"W.r?.:TT'': U-” -;rc 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan

harga . dan tiket' cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan. '

Penyelenggaraan Hiburan y^ang.dijadikan dasar pengenaan 

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi ; > j j,, j , ‘

a. Sewa ruangan (room charge); -

■V.:w. b i bbiir'a ?
b. Harga •/

-■ 'i/?;! - 'S .
:::T
‘i’ ir

\l;b



b. Harga tanda masuk/karcis/tiket atau sejenisnya;atau

c. Kartu anggota (membership) atau sejenisnya.

(4) Penyelenggaraan Hiburan berupa diskotik, karaoke, klab 

malam dan .sejenisnya yang tidak mengenakan karcis 

tanda masuk atau gratis, maka -dasar pengenaan Pajak 

Hiburan Sebagaimana;dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

sebesar Rp. IChOOO,-. - (sepuluh ribu rupiah) dikalikan 

dengan jumlah pengunjung. - ;v

(5) Penyelenggaraan Hiburan 'selain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4), yang tidak mengenakan karcis tanda 
masuk^atau gratis, _maka dasar, pengenaan Pajak Hiburan 
ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dikalikan 
dengan jumlah'pengunjung;.

Pasal 28
(1) Pemungutan Pajak / Hiburan dilakukan dengan cara

sebagai'berikut : .

a. Sistem Pelaporan; dan '

b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
1 ; ....

(2) Sistem’pelaporan sebagairnana' dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, adalah’sebagai berikut M

a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;

b. Wajib;( /Pajak;njembayar sendiri pajak hiburan
. c:.J

berdasarkan;; SPTPD;1 dan
: 'r : IH.lIfWlfTil M  U  'i i

c. bagiij W^ibt^aj^K^ yang ; Jidak imengisi SPTPD, maka
‘ ij iK ,,diter-bi^an^SKPD. 'secara ij abatan.

\ .  . 1.!' : . ’■ ij  ̂ i; i- t..' j j.; ,:
(3) Sistem^ Wajib Pungut .• (WAPU) sebagaimana dimaksud

• n ; ■’ , i i' i '; ■ M/V 'i | ?! r";;’! i:
ayat (T)'; h u r u f b,- -ada 1 ah~ se b a ga i berikut:

a. dilakukan; i':Bendaharaj\iPengeluaran SKPD untuk 

kegiatan - dengan sumber ;-dana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; - .v.: ’

b. dilakukan;^kepada; Wajib; Pajak yang mendapatkan 

pekeitjaan; --melaksanakan event/hiburan di 

Kabupaten/Samosir; -

c. dasar pengenaan'. pajak 'hiburan terutang dihitung
. •*'1 f j ■ M' ’ i : , . !'|’i . j ■■ i

berdasarkan',rsurat - -perjanjian/kontrak pelaksanaan
; 'i'; ' i '-.f'tr; ■ ' ‘

eventrhiburap;dikalikan tarif pajak hiburan.
M 1. :i ;M ■' . . ;j;| '.'i/;' . ;
■ V "'i/Mh ". c-1

.: i'/1
... ;_! • 

.!- i-1-.
, ' : s'; 1
M/M-;
i " ! '

r. c:'.“'C
. . . u : .

... n— .-
; . '



( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 29
Pembayaran -pokok pajak iyang terutang untuk hiburan 

insidentil dilakukan sebelum-penyelenggaraan Hiburan. 

Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi :

a. Pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau 

busana;

b. Kontes kecantikan dan binaraga;

c. Pameran; : ,

d. Sirkus, akrobat dan sulap; .

e. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor;

f. Pertandingan olahraga;: - - - ; --

g. Pasar Malam. : -y- v j  : - - s ;

Apabila sampai -■-- dengan- . akhir pelaksanaan 

penyelenggaraan Hiburan terdapat sisa karcis, 

Penyelenggara . Hiburan wajib -melaporkan ke Badan

Pendapatan Daerah dengan disertai berita acara. 

Pembayaran pokok pajak-;yang- terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sesuai pengenaan

besarnya- pokok:; pajak--a,tau sisa karcis sebagaimana 

dimaksud pada-ayat (3); ■

Penyelenggaraan Hiburan insidentil pada saat melakukah 

pembayaran : pokok 'pajak yang terutang sebagaimana 

dimaksud ,i^acla--pyai; f( l:)’c w,aji-b: menunjukkan surat izin

Penyelignggaira^ti;f. tjtkuranj •• .-'dari Kepolisian dan
-Vji '■ "U r^'" - ' : ''1 ' -I V'- ;;

menyesuaikan|; tanda,- ma§uk - yang diperforasi dengan 

kapasita|?;h^aur;-;daya ---tampung,; maksimal sebanyak

kapasitas yang-diizinkan oleh- Kepolisian;

Penyelenggaraan ̂ Hiburan, insidentil yang tidak memenuhi 

Ketentuan -setiagaimanai dimaksud; pada ayat (1) dan (5),
, I : I 'd '  ,■ > j i','-. \ ‘ j- ! i : '■ ' i  ■

maka.-y; Badan i- Pepcjapatan :Daprah merekomendasikan
'i/< VT'T .-'v- j "b i Y ;

ke pad 'a - S atuan 1 -Polisi j  î arn p ng ~ Praj a untuk menghentikan 

p e ny e l e ngga r a ain; h i ku fa n.-; - iYYr : ;
;  ’ I  '  .  ,  ' - ' ' f  • ;  i  '  ' •  V  Y  ; ;  • l  ;  : j  Y ,  i  '

i' ! t : :. i' i j '■■■if;; T ’- ’ j
T -g/rrr:ah.r. ,- Bagian Keempat 

Pajak Reklame

- - ■ r - - Pasall 30
Dasar pengenaan Pajak j Reklame adalah Nilai Sewa 

Reklame. i ;

irv
Y



(3)

(4)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, 

nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

reklame' sebagaimana ! dimaksud pada ayat (1) untuk 

reklame, papan/bilboard/videotron/megatron dan 

sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, reklame 

selebaran, nilai sewa • reklame dihitung dengan

memperhatikan indeks jenis, tarif jenis, indeks lokasi, 

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame dan 

ukuran media, reklanie.- - , '

Dalam hal reklame- diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

reklame film/slide, reklame peragaan dan reklame suara, 

nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan

indeks jenis, tarif ■ jenis, -dan jangka waktu 

penyelenggaraan. . i

(5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

reklame; sebagaimana;: dimaksud;.; pada ayat (1) untuk 

reklame berjalan, reklame udara dan reklame apung, nilai
r , ' ■" : ' i - j-'!

sewa . reklame '/dihitung;; dengan memperhatikan indeks
’!................

jenis, tarif jems-, jangka-waktu • penyelenggaraan, jumlah
, ' ' • I

reklame dan ukuran-media reklame.

(6)

(7)

( 1)

(2)

Tata cara rpehgbitung-Pajak -Reklame Terutang adalah 
r V :; . • ' ;

nilai sewa reklame- dikali tarif pajak reklame.

Nilai ;sewa rekiame-sebagaimaha dimaksud pada ayat (1)
• ’ ! • ’  ̂ j ' . : .  ' 1 . ' ' '

tercantum; dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
1 ‘  ̂ ; I V ; k; .; . ' V-'kjk : 1 I

terpisahkan dari Perdt-uran.1 Bugatiiini.
' r ........  " 1 'ki:..;

d :: k lk T rc i i  ! ’:'h [ -!;.d
, ; ! i  M ' i ;  :  ,

-- Pasal 31
i i

• 'k »1 ’ I'd' -r ; • I } : 'd, , . . . .
Setiap;penyelenggaraan' reklame, diwajibkan memiliki izin

dari Bupati;;, • ; ■ a .. * H K k  kc1;-.
Izin rrekla.m’e sebagaimai|a: dimaksud pada ayat (1)

dibedakan- - ~menjadi' izin penyelenggaraan reklame
; y j; i'. ■ ;

permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil.

Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang 

diterbitkan-f atas penyelenggaraan reklame dengan jenis 

papan / billboard/ baliho dan jenis reklame berjalan dengan

jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.



(4) Izin penyelenggaraan reklame insidentil adalah izin yang 

diterbitkan: atas .penyelenggaraan reklame dengan jenis 

baliho, kain/spanduk,- stiker, selebaran udara/suara, 

film/slide dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga 

puluh) hari-dancitidak dapat diperpanjang melebihi waktu 

1 (satu) Tahun.

(5) Reklame yang didirikan harus: memenuhi persyaratan
keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak 
bertentangan ; dengan norma agama, kesopanan, 
ketertiban umum, keselamatan dan kesusilaan serta 
kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. • - - ' - T ' '  V

Pasal 32
Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat.(l), tidak berlaku bagi penyelenggaran reklame :

a. melalui internet, televisi, . radio, warta harian, warta

mingguan, w^rta bulanan dan sejenisnya; 

hanya „memuat pemilikan/ .peruntukan tanah dengan 

ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 0,5 m2 (nol 

koma lima meter persegi) dari ; diselenggarakan diatas 

tanah/bangunan yang bersangkutan;

hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang 

dipasang1 melekat pada- bangunan tempat usaha atau
U tik ' : : ' ■

profesi!/pengap- ketentuan tidak- melebihi ukuran 0,5 m2 

(nol korna lima meter persegi); , ~
* 9; » |  ’  / / y  '  ! .  i  i  .  ’ ■ >l i- 'i ;

hanya.jVmempat; nama lembaga yang bergerak di bidang
kiku.;, ilT;,.,; ( ; | i;■ :

pendidikan rdapykesehatani d^nganVketentuan luas bidang
. p t';'1 ■  T _ i j' ./,/ ;1>; i , , i

reklame-tidak/ melebihi . 4 jm2̂ ^ meter persegi) dan 

diselenggpipkapijT/diatas [ -tanah/ bangunan yang

bersangkutan;)- ~-•: : • i , r -

diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial 

Pemerintah ^aerahj -Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat dengan -ketentuan waktu-penyelenggaraan reklame 

tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal

atau seremoniaf dimaksud;.) T .

f. hanya memuat tulisan atau-benda-benda yang dipasang 

semata-mata -untuk- • menjamin / keselamatan umum 

sepanjang tanp^addnyaVpejsan sponsor;

g. diselenggarakan dalamk-rangka-pelaksanaan Pemilihan 

Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif,

-V; i; ■

pemilihan /



pemilihan anggota DPD, pemilihan : calon Presiden dan 

Wakil Presiden, pemilihan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur dan/atau pemilihan calon Bupati dan Wakil 

Bupati dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame 

tidak. : melebihi waktu pelaksanaan Pemilihan Umum 

dimaksud, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh 

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

h. diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan

Calon Kepala Desa ■ dengan ketentuan waktu 

penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu 

pelaksanaan- Pemilihan Kepala' Desa dimaksud, terhitung 

sejak penetapan calon Kepala ;Desa diterima oleh Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. • ; / - r-

i. terhadap. —penyelenggaraan y - reklame sebagaimana 

dimaksud pada Poin a, Poin b,- Poin c, Poin d, Poin e, Poin 

f, Poin g, Poin h, selain tidak dikenakan kewajiban

mengurus izin, juga dibebapkan; kewajiban Pajak reklame.

j. dalam hal reklame diselenggarakan'oleh usaha mikro kecil 

dan menengah -binaan pemerintah, kewajiban mengurus 

izin dan -pajak reklame dapat; dibebaskan apabila

dimohonkahj;,secara' tprtulis .kepada Bupati melalui Badan

k.

- 1 1 :
Pendapatan^Daerah^oleh; Sat.uah -Kerja Perangkat Daerah

' - I ! . '-S: /'i ■ ■'! 'j i ! / i’jl!.-'':': • i ■
(SKPD) pembipanya;-;.^, n ^

dalam" nal reklbme (diselenggarakan oleh organisasi sosial,
d t :d d  ' ! f 'dn-/

kemasyarjakatan, -jkeagam^an,, kewajiban mengurus izin
■ r j' 1 l' W ‘ 1 < W | , 'i

dan pajak reklame: dapat- dibebaskan apabila dimohonkan 

secara tertulis kepada-Bupati-melalui Badan Pendapatan 

Daerah-: dan - materi reklame hanya memuat informasi

tentang -penyelenggaraan kegiatan atau acara seremonial
d  ■ [ j  d  ' '

organisasi dimaksud. -: •

.'■̂ pdvk(lr.-: tctrdr.i d d ;iid :: ""'"d :d h  f ..
- r d M ' d;Pasa|l133:-t!li!:;

'. i/ j: . - d t  d j ': ■'
Untuk:'dimend-apdtkanl •■"'izjri1 ; penyelenggaraan reklame

permanen,; pemohon.-.̂  harus-: mengajukan permohonan

secarar(derhilis:ykepada;>Bupatiii melalui Dinas Penanaman

Modal.-dan Pe layan a nPeri z i ri a n-Te r p ad u Satu Pintu;



(2) Setiap permohonan izir( reklame permanen harus 

melampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Reklame Papan & Sejenisnya

1. Fotokopi /identitas diri (KTP/SIM) atau yang

dikuasakan; j

2. i Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/

diwakilkan); 7,t

3. Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan

disajikan; , , ; ,; /, . ■

4. Surat Pernyataan Reklame belum terpasang

- (bermaterai);/'-; :>;~j. t

5. Surat Pernyataan f --tidak keberatan Reklame 

dipasang dari pemilik lokasi pemasangan;

6. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi'dan Bangunan.

b. Reklame Berjalan

1. Fotokopi identitas 'diri ' (KTP/SIM) atau yang 

dikuasakan;

2. Sprat-/ Kuasabermaterai-r (apabila dikuasakan/

diwakilkan); !
< \ ) ;

3. Foto Kendaraan; c • . p - • — -

4. (fotokopi STNK; ■. ;
.•;-.11 pil ■ ■- ’ ’> ■■ i ’ ' ' ,

c. PerpahjaJngan izin-Reklame'Papan & Sejenisnya
1 ;?.\ j ! :(i 'V': ' ; "  '• ' " "  i

1. g)t\t0kppj: -̂jjdentitas-̂  ̂diri .(KTP/SIM) atau yang

dikuasakan;; —yy,-

2 . :v§urat''rKp^sa bermaterai (apabila dikuasakan/

diwakil^aH);-{e-“v;'.t?.''' f'-,
3. Frpip;Reljja-me yarig sudah terpasang;

' | J' / ; ; f
4. FbtokoprtSurat^fKetetapan Pajak Daerah tahun. j..

sebelumnya; |H':
iiiipv . .i- ■ i . ';t‘ 11 ..r'.: j .

5. Ifotokopi rein tahun lalu;- ;

6 . Fptbkppilpelunasah Pajak: Bumi dan Bangunan;
l\ i‘v 1 - (■ i ' 1 ■ •; ' ' 1 '■

7p--SuratvPernyfttaan'^idak "berubah bentuk, baik fisik 

maupun ukuran; (bermaterai). y

d. Perpanjangan izin Reklame Berjalan
ji" Yr: ■...... :

1. • potQkbpi’ -identitas).-dijri-/.'(KTP/SIM) atau yang

dikuasakan; ..

2. Surat: : Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/
]1 ■ 1' i; ■. :
diwakilkan);. - ;y - :

3. poto^Kenduraan; f

Fot:---r/Viri^rPvUn ' ".'t i . :
4 Fotokopi /



ft

4. Fotokopi STNK; j

5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 

sebelumnya;

6. Fotokopi izin tahun lalu; ;

7. Surat Pernyataan' tijdak heriibah bentuk, baik fisik 

maupun ukuran (bermaterai).:.

(3) Dalam menerbitkan izin penyelenggaraan reklame 

permanen harus terlebih dahulu mendapatkan 

pertimbangan/ rekomendasi dari Tim Teknis Reklame;

(4) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

beranggotakan : ' 'r-

a. Unsur Dinas Penanaman - Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu;

b. Unsur Badan Pendapatan Daerah;

c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum-dan Penataan Ruang;

dan*;..  ....

d. Unsur Dinas Perhubungan.

(5) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diajukan -oleh; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu- untuk selanjutnya ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati;

(6) Penyelenggaraa.n reklame permanen yang tidak

memerlu^ap;;pertimbangan/rekomendasi dari Tim Teknis
il > • ; :'V;

R e k 1 a me adalah jenisi:reklame berjalan.
’ H; j:Ui' ..b u |

; { j , j  Pasal 34 ■ {
: 'y i ■ iff-

(1) Untuk y;mendapatkan izinj.; penyelenggaraan reklame 
insidentil; 7 pemohon' harus V: mengajukan permohonan 
secara';terfulis' T<epddar Bu^alPmelalui Badan Pendapatan
Daerah- 'V y~ r;!?'m-':'; "

(2) Izin penyelenggaraan.: reklame insidentil sebagaimana

dimaksud., pada . ayat (1) diberikan dalam bentuk 

pengesahan atau perforasi pada saat pembayaran Pajak.

. . .. • Pasal 35 . .
(1) Permohonan izin pe ny e 1 e n gga ra a n reklame yang telah

memenuhi persyaratany ; diteruskan kepada Badan 
. ■ • ‘ ■ y1? ; ■■ y ; ; ;

Pendapatan ' DaeTah ' sebdgai b dasar ’ penetapan Surat

K e te tapan Paj ak(D a e r a h. " ! ' " 1 T/ 4

(2) Izin penyelenggaraan reklame diberikan apabila

r

penyelenggara /



penyelenggara; reklame telah melunasi pembayaran pajak 

reklame yang telah ditetapkan.

(3) Setiap; pemasangan f: reklame; yang telah berizin wajib 

menempelkan stiker penandaan yang memuat nomor, 

masa berlaku izin dan- stiker lunas Pajak Reklame;

(4) Stiker penandaan yang memuat nomor dan masa berlaku 

izin disediakan oleh; Badan Pendapatan Daerah.

(5) Stiker lunas Pajak Reklame disediakan oleh Badan 

Pendapatan Daerah.

Pasal 36

( 1 ) Perpanjangan • izin penyelenggaraan reklame diajukan 

sebelum masa berlaku izin reklame tersebut habis masa

pajaknya. r:; i: r;. ;::1 ~

Apabila r ‘/.perpanjangan /izin -,: periyelenggaraan reklame
• ' : '  i  ’ )

dilakukan nfelebihi batas masa pajaknya, dikenakan 

denda pajak sebesar 2% (dua persen) perbulan dari 

nominal; ketetapan pajakj untuk paling tinggi 48% (empat 

puluh delapan persen).

'j h ■ ;; y  ' , Pasal 37 . :

(1) Agar-penyelenggara reklarrie-tidakomenggangu keamanan',
■' -v’ . 'D  D D: - - f ) /

keselamatanrykebersihanyd y-keindahan, penyelenggara

reklame-diwajibkan untuk : y. / ,

a. melakukah-pqrawatari ;dah ipemeliharan secara rutin; 

segera'• melakukanperbaikan j terhadap reklame yang

rusak:- yang - keberadaannya mengganggu keamanan 

dan; keselamatan:- serta-mengganggu kebersihan dan

keindahan;;--...y
.j ; . t'': - !

c. segera mencabut, membongkar, menurunkan,

memindahkan dan menghentikan reklame apabila :
O-// iiA'!; ' !■/' i

1 .:^,^la^:feabis^m%saypajaknya; dan tidak diperpanjang. 

2. ; piperintahkapjpleh Pemerintah Kabupaten Samosir 

- sehubungan dengan ;y adanya kepentingan 

-Pemerintah, kepentingan ;umum atau hal lain yang 

- ditentukanroleh’ 'pemerintah Kabupaten Samosir.

■ --r ■ ' : - (2) Penyelenggara ........../



(2) Penyelenggara reklame dilarang : /i

a. Memasang reklame-yang keberadaannya mengganggu/ 

menghalangi: pandangan rambu-rambu atau pengatur 

lalu Jintas;

b. Memasang reklame di tiang listrik, tiang telepon dan 

atau fasilitas lainnya,- serta di pohon penghijauan 

dengan dipaku.

(3) Penyelenggara' reklame bertanggung jawab sepenuhnya

terhadap; segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan 

konstruksi ataupun sebab lain; sehingga menimbulkan 

kerugian terhadap pihak lain.-....  /

Pasal 38 -
(1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban 

penyelenggaraam reklame dilakukan untuk menguji 

kepatuhan 'penyelenggara - reklame dalam rangka

memenuhi kewajibannya.

(2) Pengawasan • dan pengendalian: penyelenggaraan reklame 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan/Perizinan. Terpadu Satu Pintu dan 

Satuan -PoHskpamong Praja.-- :

(3) Penertiban / pembongkaran reklame dilakukan apabila 
penyelanggaraan reklam.e.:
a. Tanpa izin; ,
b. .Melanggar ketentuan Pasal 31 Ayat (5), Pasal 35 dan

Pasar37;"; 'j'- - , ' ,r'-v '- - j v
c. Terdapat perubahan- jenis,-ukuran, ketinggian, titik 

lokasi. dan konstruksi sehingga tidak sesuai lagi 
dengan izin yang ditetapkan.

(4) Penertiban/pembongkaran ■ ' reklame sebagaimana
dimaksud :'aydt'--(3) ddp'dD dilakukan iangsung oleh Badan 
Pendapatan Daerah - jataii -melalui Satuan Polisi Pamong 
Praja. :herd.asarkan:;.;rekp 'dari Badan Pendapatan
Daerah.;;)-: /.s/v, 7/A y),‘Hi'- 'i'k-. ,: / ■ '

(5) Khusus" 'berjalan,' dapat dilakukan
DinasPerhubungan, Satuan1 Polisi Pamong Praja atas 

rekomdndasi [Badanv Pendapatan Daerah dengan menahan 

kendaraan, atau dokumen penting lainnya sampai 

dipenuhi kewajiban p e r p a j a k a n n y a.

(6) Dalam 'hal: penertiban./pembongkaran tidak bisa dilakukan 

kareria,.'keterbatasan, peralatan dan sebagainya, Badan
.j v v Vo 1

! i

:;t

S Pendapatan

... -,U« - 1 . ■ .

r-,:,'.



V

(7)

(8)

(9)

( 10)

Pendapatan Daerah dapati melakukan kerjasama dengan
./ • 'l : ' •

pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran.

Reklame yang dibongkar selanjutnya dimusnahkan, dijual 

atau menjadi milik Pemerintah. Daerah.

Dalam melaksanakan pemusnahdn dan atau penjualan 

sebagaimana dimaksud dalam'ayat (6) dilengkapi dengan 

Berita Acara.

Hasil dari penjualan tersebut disetorkan ke Kas Daerah

sebagaimana penerimaan lain-lain.

Terhadap1 pencabutan izin penyelenggaraan reklame atas 

penyelenggaraan - reklame sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (3) -poin c, tidak membatalkan pembayaran Pajaknya.

Bagian Kelima 
Pajak Penerangan Jalan

( 1 )

Pasal 39. . . . .  • ............. . .. . 1.
Dasar pengenaan; Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai

Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan^: : • " ■ ' ; j;

a. dalam hai tenaga listrik berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah 

jumlai} ■ tagiHan' Biaya beban/tetap ditambah dengan

biaya, pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
,-ij: ! : . f! •' ''t" ■

rekpnirig 1 isthik;:? ■ y j : ; y-
1b. dalam Ihal'tenagaillistrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual

Tenaga J tLisrfeil^^!td^hit^pgivt.--berdasarkan kapasitas
T - f 'T..... '’’ ’J' 1 « ’r .' '

tersedia-, Jlting%tvypi|ng^nlaa^ 1 distrik, jangka waktu

pema.ka:iap; distrik-'dbjarm:hJ>-(satu)t bulan, dan harga
i ; ■ : i'- J ( r; 1. - -

satuan.; listrik-'yang,berlaku bagi PT. PLN.

(3) Jangka -waktu ^pemakaian listrik dalam l(satu) bulan 
sebagaimapa dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan 
sesuai dengari kegunaannya sebagai berikut :
a. tendga listrik digunakan untuk kebutuhan utama,

jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 

240..(dua ratus empat puluh) jam perbulan;

b. teneigh listrik digunakajn untuk kebutuhan cadangan, 

jarigkaL| wriktui pemakaiari listrik  ̂ 'minimal ditetapkan 

120 (seratus'dria puluh) jam perbulan; dan

c. tenaga listrik ; digunakan: untuk kebutuhan darurat,
ria -y h - j j  -h r y.:’ jari"

: ' i'1- ' : . ■ - i •...'i.'." -'"a \:l". 1 p ' o ; ■ •-. jangka ....... /



jangka waktu pemakaian listrik' minimal ditetapkan 30 

(tiga puluh) jam pcrbulan.

(4) Perhitungan Nilai .. Jual 5 Tenaga ' Listrik sebagaimana 

dimaksud,pada .ayat! (2) huruf b adalah sebagai berikut :

a. untuk1 pemakaian i ,daya j’> 10 ;KVA, Nilai Jual Tenaga 

Listrik - Daya (KVA) :iX̂ Pemakaian Listrik (jam nyala) x 

Harga Satuan Listrik x Tarif Pajak sebesar 1,5 %,

b. untuk pemakaian daya < 1 0  KVA dikecualikan dari 

Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud 

pada i Ketentuan Pasal ,23 ayat (4) poin d Peraturan 

Daerah ;Kab_upaten>Samasir- Nomor 11 Tahun 2011 

tentang: Pajak-Daerah; :

v- Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

- •' Pasal 40 ■
(1) Dasar pengenaan Pajak. Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan;....... _ '

(2) Nilai Jual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan mqngalikan i 'volume/tonase hasil pengambilan
y ‘rt ;!..V V- v/H i >* T' I. '• j, ’ '

dengari nilai pasar'titau harga/standar masing-masing
yijvr;;- •■■■■J:;-r.t v , v / p / v  

jenis Mineral Bukan Logam dari Batuan.
- H U V '  ■ ■■ ! It i l ’Jf • JV j ' ' V'-iV-r , V   ̂ ] i ! i i'

(3) Harga standarprriasing-fnasing jenis; Mineral Bukan Logam
:■ rit. .?itijr‘fi.• !|'-’Vir.TKir'.turx■ > . .  ■■■; 

dan Batuan •riseb^gaimahat.pdirpaksud pada ayat (2)
■trij'rih;ri/:;;.ri.: ;v"riril

tercaritum';daldm!:! Lampiran yang;merupakan bagian tidak
: ■! t  l’ '■ )'• '>i, ''' ’ 'v" • t  ; L  " 'i" ■

terpi sahkan;dari-Peraturan Bupati ini.-• '

i Pasal 41
rrtuhrri ; u .

(1) Pemungutan f  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dilakukan'dengari cara sebagai berikut :
a. SistemtPelaporari; dan'| /
b. SisterirWajib Pungut (WAPU). 7 '

(2) Sisterri' '.rpefapdrahi sebagmmkria "dimaksud pada ayat (1)
; v i’ jr j j  .. ■ t r i :  ;i ■: r i ' r i  '■ . r i  . 

huruf a, 'adalah: sebagakberikUi : . A v:.

a. Wajrb.'PajakTriengisf'S'PTPb/ : p ’
1 > 1 1 i  ' . ' t ; ; '  j ;  / ' .  i  i f  1 ' [  i1, 1 ! ;■ i  '  , p

b. W.a3i'bb:Pajal^'mdmbdyar "sendiriv 'pajak mineral bukan

logarhdan' batuan: berdasarkan SPTPD; dan

c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka
' • .' • . / , ' k . ; ; T *■*r ' ■;:

diterbitkan SKPDVsecara jabatan.
L T  ! , ' ' T  T :

H".. 
. V .

(3) Sistem



(3) Sistem; Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruC-b,; .adalahysebagar berikut:

a. dilakukan’ - Bendahara^ Pengeluaran SKPD/Instansi 

Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk 

pekerjaan kostruksi dengan sumber dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara serta Bendahara 

Pengeluaran Desa untuk pekerjaan kostruksi dengan 

sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. dilakukan kepada' Wajib Pajak yang mendapatkan 

jasa pemborongan; pekerjaan konstruksi di Kabupaten 

Samosir; ~

c. dasar- .pengenaan ‘ pajak -mineral bukan logam dan 

batuan dihitung , berdasarkan komponen bahan 

material yang tertuang dalam rencana anggaran dan 

biaya j didasarkan atas analisis kebutuhan bahan

(D

mineral: bukan -logam dan batuan dikalikan volume 

dan harga standar bahan mineral bukan logam dan 

batuan-, y : // --y-y T!yy ■ .y--; >

d. setidpjiiekanan: ^yangt îdak\ dapat menunjukkan tanda

buktrfpdmbayarah-jpajak^-nniheijal rbukan 'logam dan
: U N d iyd  ■ ih:». rj f i 'Vr, /yy,,

batua;n;,:{dikenakan pajhBj dengdn ketentuan sebagai
.. i' V ' V'yVy :! i- .1 Hk .

berikuta-r v--.-' y-M - ■r-’y d, '

l l * rekahan .yang- melakukan; pengajuan pembayaran

'l -[;wajib melarhpir-kan':RAB dari kontrak;
' yy/, ■‘"y 'V ":;h: •: " 7 /

2. /berdasarkan- -kontrak dimaksud Wajib Pajak
f ‘. '■ - ■■ ’ ; ■'
j terlebih; : dahulu.-y ke-- Badan Pendapatan Daerah

: untuk-^menyampaikan- SFI'PD;
I : ‘ .v ) } i ijj;,' .1.. ! ; i)1 j . 1

3:j|jWajib iPajak melakukah {pembayaran pajak mineral 
' ■ ' yHs ■’ ", |j j'i/ !; ' '

ry j bukan :logam; dan; batuan;be rdasarkan S PTPD; d an

4. y Waj i b -: Paj a k- .yang tidaky -menyampaikan SPTPD,

• ~/ maka j diterbitkan ■ S.KPD ;seeara j abatan.

y ::>py y - y  y  i y y y i : -  ■
; : - Bagian Ketujuh

’ j Pajak Parkir
/,y;.. r".y/i/n." r-/r'. r  r/r - 

' y:'/' ■ ■ . i i
fyr-;/yy;y"y y Pasal 42 .

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
■ : Tiryiar.:/.::; y;-:'; '":;y i .r ih a .-.y "■ ■ 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
Vsirr.-r/'r/ rak- A iriah ;r : \
7 -;:-/ y !;: y.yi.y z ■. dk
d u y r r . r  ..y ;y :-ya iy  d k n r r  / :'.r r
; y :i . : ; v v y y  r ; -y

. Wyyij ,r■■a;-f-iydr/in/;tr/ak/kdr/r 
: . y M v  y y .  y .,i k* . ,. -

..dy’i 7 7 ; • '



sebagai .suatu usaha,; - termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak Parkir ke Badan; Pendapatan Daerah

(2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang 

tidak: memenuhi Ketentuan iSebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) , diberikan , sanksi: administratif-berupa pemberian 

surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu 

masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. '

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan 

Daerah -merekomendasikan:'- penghentian sementara 

penyelenggaraan tempat parkir- kepada Dinas 

Perhubungan dan. Satuan Polisi Pamong Praja sampai 

dengan Kewajiban Pajak penyelenggaraan parkir dipenuhi.

Pasal 43
(1) Dasar pengenaan Pajak-Parkir adalah jumlah pembayaran

atau -yang seharusnya dibayar; kepada penyelenggara
‘ j

tempat parkir. - r :1:: y ; r

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir, dan parkir 

cuma-cuma-yang diberikan; kepada'penerima jasa parkir. •

(3) Dasarh-pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud

pada :ayat.(1)_ meliputi; :*v : - 3 .

a. Tiket tartdai,‘masuk:.pada pintu masuk:
: i l l  ^ 4 ' W d  I ! y. ! , ; !  !

b. Parkibvj/alety Bamy yy!; yjt .

c. PersewaampehgelGlaan •tempat-.parkir.

Khusus ^penyelenggaraan [ -tempat parkir yang tidak 

mengenaican:-:karcis parkiri-! atau gratis, maka yang 

dijadik^ji4 .dasarr:pengenhai^.rP.ajak-'';Parkir sebagaimana 

dimaksudpada --ayat - (1) - adalah- jumlah kendaraan yang 

parkir dikalikan tarif parkir khusus dikali 20% (dua puluh 

perseratus).; ; :■ . y - -y

(4)

(5) Ketentuan mengenai tarif 

Peraturan Bupati.- ■>y..; --

parkir khusus diatur dalam

* :. i! v~ - ! i . --o

: i.l„
UI-al■ 3,-v'’);!;J y - ; '':r.

........ ■. >’r ,■ ; ■. ! . ’
■ ' Vrynrre-'r-^feay':--!;.::. i 1 Cv
---,:?yy.y-i:
-y,:; ,-^4\

,-Tr.r' ''-.dy 

i'-j r. ! 'i ■. ' r"

v'ih~o.y.nJ. i' Bagian Kedelapan..../

. ... .!

■ -%



j '

Bagian Kedelapan 
Pajak Air Tanah

Pasal 44
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan

AirTanah. ' •;

(2) Nilai Perolehan Air1 Tanah ditetapkan sesuai dengan 

penetapan ! nilai perolehan air tanah oleh Gubernur 

Sumatera Utara untuk Kabupaten Samosir.

(3) Tata cara menghitung Pajak Air Tanah Terutang adalah 

Nilai Perolehan Air Tanah dikali tarif Pajak Air Tanah.

( 1 )

( 2)

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

j ■■t/t '
Bagian Kesatu

Tata Cara P.embayaran, Penyetoran dan Tempat
Pembayaran '

j; - Pasal 45
Pembayaran pajak dilakukan di ;Kas Daerah atau melalui 

Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui 

Bendahara Penerimaan, Hasil 'ipenerimaan pajak harus 

disetor ke KasyPaerafr'selambahrlambatnya 1 x 24 jam.
Hiu:.

■ /. H.
' I

u.*"
; ....... 'K' ' ^

1 Pasal 46 , i

(1) Pembayaran.j ’pajak’vte-HJtang*••tin tuk" sistem pemungutan
' -'i Uar? : i-,}:

pajak dibayar seridiri tbleh ^ajibi; Pajdk (self assesment) 
■■. uj 'lav vTTypua rt1'1 

dilaksanakan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja

setelah,-^PTPP'djsampaikap ke Badan Pendapatan Daerah.
'■ ' ‘ iij; ';,i -tjV!'.' tj vy" j......

(2) SKPD, cSKPDKB; -SKPDKBTj rSTPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Stirat • Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding,- menyatakan jumlah/i pajak yang harus dibayar
. V j T - T  ? T .  f ' .<4 i j ; ; ' T  : j

bertambah>yme^pakan ;da53a:r penagihah pajak dan harus

dilunasi dalamlfjkngka^^ 30 (tiga puluh)
■i".:' i '!' j : ■>' .''M T]'

hari sejak tanggal'ditesitkany:; .. 1 rT
" y'v y r ’ : - .v,1:' ' :

(3) A p a b i 1 a-batas- waktu- p e mb ay ara n .j a tuh pada hari libur,

maka batasj-waktii: pembayaran >' jatuh pada hari kerja 

berikutnya. . - ; y  .? T  y,- • -  - -

T ' "

U ;- t ;;

-'H

(4) Pembayaran....... /



(4) Pembayaran pajak terutang yang dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

(dua: persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau 

tanda bukti pembayaran- lain---yang sah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. ■

(6) Untuk Pajak Reklame Permanen selain SSPD disertakan 

pula stiker/cap tanda lunas Pajak Reklame dan ditempel 

pada objek reklame.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 47 ; r .• :
(1) Bupati mendelegasikan kewenan'gan kepada Kepala Badan

I- 4 '

. ’l 4j-.:' 'rL ,
Pendapatan Daerah • karena jabatannya atas permohonan

{' : ihv -l'" ' ■ r i.'j.'i-J ‘ :. - - v  -  •• - 4 i  ‘  7 [• ■ " ’ j ; .  ■ ^  U ' i  ' i  , .  ,  ' •  ‘ :  ••
Wajib .Pajak dalam; ;̂hah .memberikan persetujuan untuk

‘ * P...riT ..fi.>'-ri}" b’*'' r-o/f-P-P Pf ■, f : • !i..>. ... u.., • „y ..iv-, ■ - . .  •;.*;»* "“J'.* •: ■ t; 1
mengangsur "atau .menunda .'pembayaran pajak dalam

. -  - b r i b ' r i t b t P e r t  i a r t e n  u u  P:~  
kurun, (waktu tertentu,P setelah .memenuhi persyaratan

yang ditentukan. • 1 p 1 ;
■  ̂-r' 'r"" \ ’P'P ■ '’ j'

(2) Persetujuan untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran j pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan lpdengan 'Surat Persetujuan Kepala Badan

Pendapatan Daerah.
p .'i - P i r - p

b--ari. b

•;;r. ;
. Pasal 48

(1) Wajib Pajakpatau.vPenahggUhg; Pajak' dapat mengajukan
■ -P' U  'P  ii : J 1 p  . -Ji :

untuk mengangsur-~a tau jmeijunda; vpembayaran pajak 

terhadap pajak yang masih- harus dibayar dalam SPTPD,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
j : ‘ i- ' r ‘ 1 ' ' n 1Pembetulan, Surat; Keputusanj Keberatan dan Putusan 

BandingPfyang-.rhenyebabkan -jumlah ; pajak yang harus 

dibayar-bertambah dengan [ketentuan sebagai berikut :

1 .1  : ” . . 1  

1' ■.‘■.p..
■■ . '• a. Permohonan..... /



(2)

(3)

( 1 )

( 2)

( 1 )

a. Permohonan harus ? ! diajukan secara tertulis, 

ditandatangani : oleh Wajib Pajak, menggunakan 

bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas 

dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon 

diangsur atau ditunda dan: dilampiri bukti-bukti untuk 

menguatkan alasan; permohonannya.

b. Melampirkan persyaratan: ,

1. fotokopi identitas • diri - (KTP/SIM/Paspor), bagi 

Wajib Pajak berberi'tuk Badan harus disertai 

fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;

2. fotokopi-SPTPD-, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat - Keputusan Pembetulan,-Surat Keputusan 

Keberatan atau Putusan Banding;

3. surat kuasa: -bermaterai cukup bagi yang

j dikuasakan;

4. surat •; pernyataan i bermaterai cukup mengenai 

kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau 

penundaan pajak.

Surat -..permohonan ' mengangsur atau menunda
: i  • : j ’ : . i

pembayaran /rpajak ̂  ditujukan kepada Kepala Badan

Pendapatan Daerah. ; ; 'r-.y \ ;
- U iPermohonan mengangsur- atau menunda pembayaran'j,- ■ y " " ' . ' ' ' V'' .

pajak dipjukan- sebelum jatuh- tempo pembayaran.

a;/u; ■.sr.fe-r'i: Pasal 49
Angsur^yy.atady-'peliunda^pyjpem.lpayaran pajak dapat 

diberikaniypada ''i;Pajak'/-:Hot§,  ̂ - Pajak; Restoran, Pajak
'  | j . r :  " °  ' v ' v  ' ' : W  v  ‘  ' i  ’  i' '■ ‘  ' m .  I V

■ • ! " . / *  i  j  r 11 ■ 1 i ‘  . . i ;  ' 1  (
Hiburanjj$^aki:.M^^ Logam dan Batuan, Pajak

:V:ljW , .: ! ; -1 'V i'' i: l; ■ ; j: j . ;! ‘ :
Parkir danrkajak'Ajr-Tanahy- - - j;V .

;' j,1i^  j iji . ; ’ i j ' . i;v, j ;j . - ' k .  ‘ ;'
Dikeeu^likdn* dari£l&t^|u^n.-sebagaimana dimaksud pada 

ayat (ljfadalah:Pajak Hiburan Insidentil.

'i rK ■ Pasal 50
Pembayaran angsuran diberikan paling banyak untuk 6 

(enam) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan berturut-turut.

Pembayaran secara ^ngsuranj /sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan bunga; debesar 2% (dua persen)
. r  .V;-; i ■; Y r r -  r.. ■ r

per bulan. ■ : • v: ’ ,ij!! - -'Uh ■
!/: :rT:Va’ -: U r Tauar/ • ?- ; "



■•.V' 7-'r"r-

(3)

(4)

Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai 

berikut: i •.

a. perhitungan bunga dikenakan hanya terhadap jumlah 

sisa^angsuran;

b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian 

pengurangan mntara hesarnya . sisa pajak yang belum 

atau; akamdiangsur dengan pokok pajak angsuran;

c. pokok: pajak angsuran adalah hasil pembagian antara 

jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan 

jumlah bulan angsuran;

d. bunga- -adalah,- 'hasil-—perkalian antara jumlah sisa 

angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

e. besarnya-, pajak Trya;ng: -.harus dibayar tiap bulan 

angsuran -adalah pokbk pajak angsuran ditambah 

dengan bunga sebesar 2% (dua- persen).

Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan 

tidak dapat dibayar dengan -angsuran lagi tetapi harus 

dilunasi tiap bulan.- ... '.r

Pasal 51 .
(1) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama

u n tu k: 3;(tiga): bu lan terhitung mulai, tanggal jatuh tempo
. i T l l: i.: ' k ; T h  .'■• : 'r:l . ’i . 1 :

pembayaran .;",yang termuat- dalam SKPD, SKPDKB,

SKPDKBTi-k' iST]PE)ii’ Shrat.yKeputusan (Pembetulan, Surat 
: I  l-ljV" ' i iSilijikir ( i !.i:

Keputusgpj Kebpratah:qan l^tusan^Bahiding.
;; j)r M yi? : j i'MMi

(2) Penun^^r^/iipe^pay^r^n^r-paj- r̂i::;§ebaigaimana dimaksud

pada ay at - (1 ) d i ke nakany-bu n gaMsebe sar 2% (dua persen) 

per b u la n'. V- 'l : ; i '

(3) Perhitungan untuk’ penundaan pembayaran pajak adalah
: l - j ' "»  ■ 7 ■ y. :

sebagai berikut: T T :r i . T 7 ■ ■ ;

a. perhit-unganrbunga dikenakanrterhadap jumlah pajak 

terutang yang akan y ditunda,-, yaitu hasil perkalian 

antara bunga 2%i-(dua persen) denga jumlah bulan
^  '  :  ! i  •-  . ?  i  ■

yang diturrdaj .dikalikani dengan,:utang pajak yang akan 

ditunda;' y - . . ; - -  pyMiv

b. besarnya t jd;ih]ah;.y^hgtharus.rdibayar adalah jumlah 

utang pajakMyang -.ditunda; ditambah dengan jumlah 

bunga. 2%: (dua persen) per bulan;

,-v.u ■' c. penundaan....... /

i' :f



c. penundaan- " pembayaran pajak harus dilunasi 

sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo 

penundaan ; yang (.telah ditentukan dan tidak dapat 

diangsur.

Pasal 52
(1) Terhadap utang pajak yang, telah diterbitkan surat

keputusan- angsuran atau penundaan pembayaran pajak, 
i' i -vi : .

tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak.

(2) Wajib Pajak- atau- Penanggung Pajak , yang mengajukan

permohonan -untuk - mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak sebagaimana* dimaksud dalam Pasal 

49, ternyata mempunyai : SKPDLB maka pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan 

tersebut langSung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu utang-pajak-yang ada. T

(3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang 

tercantum;y'pada STPPvr; SKRDKB, SKPDKBT dan utang 

pajak lainnya yang sudah terutang.. ■

v.u-".
Pasal'53; -

■■ ;.jji«"i- ■ <'“■, . t 1
Surat Persetujuan- • angsuran^ jatau penundaan pembayaran 

pajak dinyatakan- tijdak "Iberlakuyi-apabila Wajib Pajak atau 

Penanggung': '--Pajak-:: - mengajukan* rpermohan pembetulan, 

keberatan;, - v -; gugatan . • : -atau banding, atau

pengurangan/pembatalan ; surat! [- ketetapan pajak, yang
.... y  j  h. j, v:: ....... ■ !; : ;j. .

berkaitan;-uengan ;utangvpajak; yang: diizinkan untuk diangsur
’.T**";.:. ',';j . y '’1 'l yy j i'/■ ■’ y .i' 

atau dituhijatv-,
(« ■

r ? ' ! ■!;
T' - * ' ; V  Pasal 54i ? i1 ’i:.r .

Wajib Pajak atau Penanggung-pajak yang melanggar ketentuan 

dalam Surat - -^Keputusan 'j 'angsuran- - atau penundaan 

pembayaran pajak,- maka Kepala Badan Pendapatan Daerah

melaksanakan tindakan penagihan pajak.



■ . Pasal 55 e,: ;
(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah melakukan 

pemeriksaan, .harus memberikan Surat Persetujuan/ 

Penolakan atas permohonan ; pembayaran angsuran atau 

penundaan pembayaran; pajak dalam jangka waktu paling 

lama T (satu), bulan sejak- tanggal permohonan diterima 

secara; lengkap.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) 

telah lewat, tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak 

memberikan suatu Pesetujuan/ Penolakan, permohonan 

pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak 

yang'diajukan- tersebut dianggap dikabulkan.

(3) Dalam/jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak waktu sebagaimana dimaksud-pada ayat (2), Kepala 

Badan Pendapatan Daerah - harus menerbitkan Surat 

Persetujuan angsuran atau-penundaan pembayaran pajak.

Pasal 56
(1) Permohonan angsuran atau; penundaan pembayaran pajak

- ; , i' ]
yang - ;disetujui : harusP dibuatkan Surat Persetujuan

.i', ■

Pembayaran yang -ditandatangani- oleh Wajib - Pajak dan 

Kepala-Badan Pendapatan;Daerah, y

(2) Wajib! Pajaj< yang,-.telah mendapat persetujuan pembayaran 

secara angsuran 'atau- penundaan pembayaran pajak pada 

saat melakukan :kewajiban perpajakan/pembayaran pajak

harus= [melampirkan e-S r̂a.ti ^Persptujuap angsuran atau
; i / . ' - ! ' 11: : ) U i . ' j j  ■ ■ jipenundaan pejmbayaran p d jd k .‘ : f;

: : ’ j .(| ' | .i ‘ ' 1 ■’. ' '■ iti' P j!! 1 j ’l -j ; ( j',  ̂ 1 * ; ; j ;
(3) Apabila - '’diminta*' Wajib»~Pajakr^KeRala Badan Pendapatan

-P'vla- i
Daerah o~wajib~;--memb̂  ̂ secara tertulis

mengenak'^hhalyyan^;jmenjadr - :dasar untuk menolak 

permohonan Wajib Pajak.::sedagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ). : ['•* ' " t '  : --'j p . .... - ■------~
i' j'* r

i!
p : . ; . P  a a r '  

:i r.’ !. \

j  ' - j  :
...- /n  .-' . . a a . " . :.... ..... e. .

7 -e -
*' ,: - ;P  .PP~ P “P  -

.  i  -• i . . .  
i - > • ; .

r.:; j", a  v  t ;v7 P ‘ . ' - e a e - i v

: n ' i  ; ' r;: P  ' '
' . - . a P ' - f j e f

. P P  ,. 
:a a a y - : ; ;, e :

■ ' p p p , p  p ;-.:

' - ' r ; . * ' - : - , : ;....e y i . r a h y . ; !
P  P  . P!p .  - p  -

'• " . '■ 'n h a  -a;;-
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BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu 
Keberatan

Pasal 57
(1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan 

Pendapatan Daerah karena jabatannya untuk 

menyelesaikan keberatan yang;diajukan oleh Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB dan SKPDN.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang 

terutang menurut., penghitungan Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak dengan disertai alasan yang menjadi 

dasar penghitungan. ...

Keberatan -harus diajukan o dalam- jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal-diterima surat ketetapan 

pajak sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila 

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
: j ' ,

tersebut -tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya. ; . - j ̂  ■ -

Dalam hal Wajib -Pajak - atau Penanggung Pajak
; » ; ! ̂ f

mengajukan■jkeberat'an.;:a^s;ibUfat--ketetapan pajak, Wajib

Pajak rwajib ji melunasj-jphjallj’yang masih harus dibayar

paling- sedikit-sejumlah 'yangtelah disetujui Wajib Pajak
■ '; • !"i u'7  f -,ib !

dalam; ;pembLahasa.n7hkmir: „h§Sil-r pemeriksaan, sebelum
. ''I"',’ V,7i’'”: v ’ 1 17 =■ ''' '-7"'

surat k^bera^iin jdi^am'phikamr--n'
7 W - '  '.iririsC11;-.'* 7 ..7  •....

Keberatan yang'kdakmemenuhkpersyaratan sebagaimana
■ jf j.yji1 ■ . j ■ v : i 'ijVi;*' |'

dimaksjjdf padaTkyatf-(2)Y [ayat-(S), dan ayat (4) bukan
7  ‘4’ |j{ -i 'i H ' ; ' i h ■

merupakan)r 'f ;j3ur$t '--keberatan; -sehingga tidak
■ 7i7hl>'‘ : '[■'H "' : f f

dipcrtim^ahgkan. ■ ;

Dalam .pengajuap; ; keberatan ; belum memenuhi
’’ . 'i|5; 7/.. ' f' j : .

persyaratan, f tetapi- masih. dalam jangka waktu
' : i I i

sebagaimana---dimaksudk pada- ayat—(4), Kepala Badan
'■ 7  T' ' .: 7 !  i-:vf7 7 p  ■ 77f ; 77 

Pendapatan-vDaerak idapcit meminta /̂ /ajib Pajak untuk 
‘ ■ ” ' j'f .  ■' ' ' ''4;i j: ,

melengkapi persykratanker^ebuk; 1 : 7  b

Tanda-penerimaan'^s.urat.’keberatan. yang diberikan oleh 
Badan . Pendapatan, -Daerah .■ atau^tanda. pengiriman surat 
keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat 
menjadi tandk bukti penerimaan surat keberatan.

-r- .■ T-"



Pasal 58 ' .:
(1) Pengajuan- keberatan atas SKP.D, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 ayat;(l)idapat dilakukan dalam hal':

a. Wajib Pajak ? berpendapat bahwa

omset/ ukuran / kuantitas/ volume objek pajak tidak 

sebagaimana; mestinya; >dan/atau

b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang- 

undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Daerah. j
' i ' • ; 'i

(2) Keberatan sebagaimana-dimaksud pada, ayat (1) diajukan

secara perorangan. --- - j . -7 ; : -

Pasal 59 :
i.

(1) Pengajuan keberatan, secara perorangan sebagaimana
• . ' i '

dimaksud dalam Pa.sal 58 harus memenuhi persyaratan :

a. satu • surat keberatan untuk 1 (satu)

b. diajukan secara tertulis; dalam bahasa Indonesia;
C V :

c. diajukan -kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;

d. dilampiri aslj SKPD/: SKPDKB/ SKPDKBT-/ SKPDLB/

S K PD N- y an g- d i aj u ka n j keberatan; , ,'i
' '■ ?!'■■! ih ' J n U lU ’^ ■ • •• y*'' . .

e. dilampiri bukti, pelunasan Pajak Daerah yang sejenis
i:̂ Hv .' ;::i

tahun1 sebelumnya;;;:-; - r? j . l! ;■ /; • 'i i , ■ j ;•?'. ■ j ; j ‘1 .. l; . . * _ ;.
f. dikernukakan -jumlah: ; Pajak,- daerah yang terutang 

menuruti ^perhitungan , Wajib- Pajak disertai dengan 

alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
i" ’ ” ■ ; .■; j'r . i , ■■

g. diajukan^jdplarn 'jangka ‘waktu 3 (tiga) bulan sejak

kecuali;;apabila Wajib Pajak atari kuasanya dapat

mehunjuk^h'i-ilDahwa^ijdpgka 'Waktu-- itu tidak dapat 
P 'h  j#; ■ i .' ; '

d ipen uh j; karen^ 'kegj|akh3̂  i |û r- kekpasaan nya; dan
■M *" . ,i 1-.

h. surat'j^eberutan -ditahdatah Wajib Pajak, dan
'ii-ili h- . h j. '.1 r'-! T id; t :

dal am hai s u rat- -ke b e r a t a ri[ditandatangani oleh bukan 

Wajihi-Pajak-'harusidila kuasa.

(2) Tanggal'tpenerimaanjsurati Keberatan yang dijadikan dasar 

u n tu k rnem prose s - sura t Kebe ratan adalah :
i - i - .*• . ';r- ' ■' : ■ v. V-- • -■•..'T.-.tfr-- ,:n -r r . - .r . .

: ■

■■■■v
- j’ ..'t; '
T.crvd:: WiV

i.-nk W:-'

. . i. , 1 i
r/  f  r  b hTjV"f: -r ■ Tti-' l  
' "j h .:;Vi« : h.g'1 ■v - 4 • if f : hy ! T T  JT'-J. *4r i-1 -■ d ’t - r:'r ' <-.iv!-i-i5



//

a. tanggal „ terima surat Keberatan dari: tempat pelayanan 

atau petugas, dalam hal disampaikan secara langsung 

oleh ; Wajib: Pajak atau kuasanya ke kantor Badan 

Pendapatan Daerah; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal 

disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman 

surat.

Pasal 60
] < •  .  1 •• j  ;  ,  i  "  ’i  . ,  ;  ;  i

Dalam hal pengajuan'Keberatan tidak'.dapat dipertimbangkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Badan 

Pendapatan Daerah dalam-jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja -sejak tanggal penerimaan surat Keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), harus 

memberitahukan secara tertulis, disertai alasan yang mendasari 

kepada Wajib Pajak atau -kuasanya dalam hal pengajuan 

Keberatan secara perorangan. v  ,

Pasal 61
Pengajuan ;-Keberatan ‘-.tidak;y menunda kewajiban membayar 

Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

( 1 )

(2)

v ”.-. Pasal 62
Kepala - Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu

' ' .} r'. ' ..k
paling-4ama ^12'- (dpan belas) , bulan sejak tanggal surat

n ; r;- : v v;: i-
ke be rata n ^diterima secara- lengkap harus memberi

1 \  ■11(.: V . ;
keputysan-atas-keberatan yang diajukan.

-’i i i r k V i f P b  i ( r
ApabilaJ'fjangkarwaktu- sebagaimana dimaksud pada ayat

l;■ t  i  ■ . j ,  : - K  %-i; .  . . j  h.'-i . V  ; .  .  ,
(1) telah, lewat: tetapi ■, Kepala,jBadan 'Pendapatan Daerah

; p ‘ d-.;. •
yang- 'ditunjuk- d•tida‘ki; ••• memberi - -suatu keputusan,

, : . V :"‘d V . f0d i Mi-
permohonan . keberatan p^ang:— -diajukan dianggap

dikabulkan. ' ’ t .M jd

Keputusan Kepala Badan- ' Pendapatan Daerah atas 

keberatan dapat - berupa -mengabulkan;.- seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak 

yang masih harus dibayar.’ . . ; -

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas 

keberatan tidak menghilangkan r hak Wajib Pajak untuk 

mengajukan penriohonapimengangsur pembayaran.

(3)

dViv- ;:d: ,

.i ;'1 i Td; - r,:d:



Pasal 63
(1) Keputusan keberatan - ditetapkan berdasarkan hasil 

penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.

(2) Penelitian-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan surat tugas dan; hasilnya dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian.

•; Pasal 64
„ j ' ,  f  ; ■:  i  b . .  ; ;  i ;  .

(1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan 

data dalam. SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ 

SKPDN, Kepala Badan -Pendapatan Daerah menerbitkan 

SKPD/-- SKPDKB/-  SKPDKBT/- SKPDLB/ SKPDN baru 

berdasarkan keputusan Keberatan.

(2) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru

sebagaimana dimaksud: pada ayat (1) tidak bisa diajukan 

Keberatan. 1

Bagian Kedua 
Banding

■ -y--.;;- / Pasal 65
(1) Wajib. Pajak . dapat mengajukan permohonan banding

hanya kepada..Pengadilan Pajak terhadap keputusan

mengenai keberatan yang -ditetapkan oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah. . ’
. . t / ’ iL t jd r j . ' '‘ I : : ' , . , : J

(2) Permohonan Ibandiri^ tsebagdimana j dimaksud pada ayat

(1) diajukan1/secara, !,teritulis > daldrp; Ibahasa Indonesia,
" i j i . y T U j y : ' 1! :\i i j i i j v j '  j ; -1,

dengan alasah yarig'jelas idalam jangka'waktu paling lama-

3 (tiga) btilan sejak keputusan keberatan diterima, dengan

dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
: 1 -■ ' y - , '  t j-:

(3) Pengajuan' permohonan banding menangguhkan 

kewajiban'^membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan 

sejak TanggaP penerbitan Putuspn-Banding.

- i ■ r:> Hb.■ ■ Pasal 66 j j. ,
(1) Wajib Pajak ’ hanya:-̂  dap,at-;- ;|hen'gajukan 1 (satu) kali

:■ ■ . i' i i j 'i ;i'i !i t  i
permohpnan banding -terhadap : 1 (satu) keputusan

' ' U '  J ■ ' V';''i "
mengenai keberatan.:'y y. ! yr.yiy ■'

(2) Terhadap;- .-banding , dapati ; diajukan - surat pernyataan 

pencabutanikepada-Pengardilan'Pajak oleh Wajib Pajak.

"ir.v

r;:

h i'

lilt'''nii .



Pasal 67
(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam- Pasab 58 ̂ atau ' permohonan, banding sebagaimana 

dimaksud 'dalam Pasal 66',. dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan 'pembayaran pajak dikembalikan 

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan i pelunasan . sampai dengan 

diterbitkannya SKPDLB. - •• ;vf.

(3) Dalam-hakkeberatan Wajib -Pajak -ditolak atau dikabulkan 

sebagian,' Wajib Pajak dikenar sanksi administratif berupa 

denda-sebesar 50% (lima puluh persen)-dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan-dikurangi dengan pajak 

yang telah dibayar sebelum' mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 

sanksi jadministratif berupa denda sebesar 50% (lima 

puluh: persen): sebagaimand;dimaksud-:’pada ayat (3) tidak

dikenakan. ̂
'{t- “

(5) Dalam- ;halj~pefmohonan banding jditolak atau -dikabulkan

sebagiah-,: Wajib^Pajakr.dikehaivS berupa

dendah sebsijiii'-l 00%  ̂(kerafus -persen)-,,:dari jumlah pajak 

berdâ aF-lgat!li«j•l.̂ Puttî an̂ l -iBahding- -.- dikurangi dengan
%’ - M i ; ' i  f y  '

pembayaran vcp^aj*^c-;yahgv -a: telah dibayar sebelum 

mengajuii^an keb.eratani ; ;; v

'j; 3-V'-

: -.JL.i-U-i
. ■  L . ,  f . : . ,  t BAB.VIII :

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETEt^MpPAN^^G^APtjSAri[nAtAU PENGURANGAN 

SANGSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Bagian" ‘ ' '1 " t f:
r v LV

i
r ' - ''
t e■ ■; . ;■ l - Kewenanganvi.

1
' Pasal 68 - : - -r,

Bupati ,rpertdelegasikan-.':l«eweqapga:n''/-kepada Kepala Badan

Pendapatan-Daerah karena jabatannya atas permohonan Wajib 

Pajak dalam.hal: ' ....j ., ; ,%

a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB- - -yang tidak benar dalam 
penerbitannya; %

; i' 
X i''

\ r
i,i'. b. membatalkan ..../

t:ri



b. membatalkan SKPD, : SKljDKB, SKPDKBT atau STPD, 

SKPDNiatau SKPDLB yang;tidak:benar;

c. mengurangkan ketetapan; pajak terutang berdasarkan 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 

kondisi tertentu objek Pajak;dan

d. mengurangkan ; atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda, dan-kenaikan Pajak Yang Terutang 

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, dalam hal sanksi: tersebut dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian: Kedua
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 69
Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPD N

atau SKPDLB yang tidak benar meliputi :
; .... ........ _ .T. . .........

a. kesalahan tulis; : ■

b. kesalahan hitung; dan/atadt ^
c. kekeliruan penerapan ketentudn tertentu dalam peraturan

\. \

perundang-undangan perpajakan daerah.

. V ■- J.'
:: k

■ 'a.-: n:;; i au..-" ' .e.vc;
■ k l tt? ■ i 
Pasal 70

: ;,r ;• Vt -.o . . i i. TTy.'MP.Br.i V.O'V
(1) Perrnpn^^jTpembetulapi!1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya 

secara-1

(2) Permohonan--r pembetulan) • sebagaimana dimaksud pada 

ayat'(-i) dengan • ketepfuah lselDagai berikut :
s; A , V. ' ■' ! 5 : ' i j|:t ■■ . ! \ ^

a. permohonan.' rha^nsr- i diajukan v. secara tertulis,
■ *; . j- “ , ji , t, jl< .■i; ji, /-‘-.y.-. . i . y  ■ .j 'i

ditaridatangani'bdleh Wajibi /IPajakv atau kuasanya,
1 / T  k ' T  ^ k ' k : - ; y V U T  T k T j ' g e  i  :

menggunakan :-;Bah^sa|^ menyebutkan
Criiiuli.;alasanl yang) mendukung ‘ psr’fhbhon'annya;

' ( -j j . . : ’ ) T ;  ''j I f ;  T . j T T  T  i1
b. surat perrhohonanr^dihjukanuntuk. 1 (satu) surat 

-ketetapanj'-p—-%-; —v.- - ! - T f -p

c. melampirkan persyaratan-: \v-’;;■

1 .; fotokopi;-identitas diri (kartu' tanda penduduk/surat 

izin mepgemudi/paspor); -

2 ; surat- - kuasa bermaterai pukup bagi yang 

-Sr dikuasakan; dan— V  :.-

. j i ; L ! . 1 .iylL

. T  • ' T "  - T  ' T  T  T T  t '  - T  :T T T  T i r  : :: ■
-..  j , ■ .. T ;..k ' T 1. . -  . T  _ j.lL ... - ^ ata Pend u k u n g  ..../

• , - r-, J- l ... i. . . /'i: ;- : T ... ' _.... .



3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa 

SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB tersebut tidak benar.

(3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar 

diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :

a. 'tanggal terima; surat; permohonan pembetulan dalam

hak; disampaikan /secara- langsung oleh Wajib Pajak
,• 'L '• j y* > • «S' '•' ’b; k r: y f c ’h '• i h.

atau : kuasanya melalui tempat pelayanan atau 

petugasf; atau U j : 'h .

b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan
i

pembetulan-dalam hal ;disampaikan melalui pos, jasa 

ekspedisi atau jasa .kurir.

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

- r/ - - P a s a l  71
Untuk-memastikan- SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau - SKPDLB -• yang tidak benar dalam
■■ ; ' i ,i - 1 i

penerbitannya sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 68

huruf a, wajib dilakukan \ penelitian- setempat dan/atau
;T ............ . " t

penelitian-administrasi oleli Badan Pendapatan Daerah.

Dalam 7;.#angka-. -'penelitian •'—setempat-atau penelitian 

administrasi',y-Kepala- Badan: Pendapatan Daerah dapat

menugaskan-pejabat 7dan/atau pelaksana yang memiliki
j ? j . i|! j T ■: ■■ .:i

kemampuan teknis dan:administrasi.tii .i;!-/ ! ■ ■. :S'f- ■ f1 ■■'■'{! ‘'l: . . i • . ;
Hasil penelitidn^etempatvsebagaimana dimaksud ayat (1) 

d i tuangkan; dalam-Laporan j Hasil /Penelitian.
1 , '  - i  ■: j ;  !  , ,  < y . :  L i 1 ,  E  ! ( ,  i  , ‘  m  ; !

Laporan Ha:siljPenelitiah |e^bagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus-hmemastjkgn-^KPDrfMKPDKB, SKPDKBT atau'
. ': i';" ' f  t ' - ‘ U r i ViMjl :'4 ‘; ■ :

STPD; -SKPIDN̂ . atau- SKPDLB--^yang • tidak benar dalam, .. ■ ■ y rp/yy:; r - ;y yy  , "
penerbitannya- sebagajy-; jdasarr- untuk membetulkan

J, ’ i , : : y, ! ; ,
ketetapan -Pajak Daerah/ :

Hasil-^ppnelitiah' administratiT s;ebagaimana dimaksud ayat

(1) - dituangkan -d-ajam c- formulir -penelitian administrasi
- : j ■: - i L i. 1 i. /b

kelengkapan data.,-' - r -> / - -y:y- y

'/i tenr/n.-: -r-c/ir. 
i i 1 Pasal 72 , ,

i p j/i-p. ’y  y :: ttJ
Kepalaf Badan s Pendapatan /Daerjdhfbdalam jangka waktu 

' a:;!1, ./cnr .itisriifri fbvbabnhajic: bhi
paling :4amaU|6; (enarhj bulan: sejak tanggal penerimaan 

. Jf,,. , - t * y b f - .  ;>*/:■ 
permohpna,^':; fpembetulart y :  secara ‘ ‘ lengkap, harus
memberikan '^keputus^iLatys /permohonan pembetulan
yang diajukan. • . "  j  ; y/'.:



(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa: mengabulkan ataiii menolak - permohonan Wajib
> 1

Pajak. . ! ; , ■ ' ; y

(3) Apabila dalam jangka waktu-sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan 

Daerah tidak memberi siiatu keputusan, permohonan 

pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan 

diterbitkan keputusan -pembetulan sesuai dengan 

permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 

1 (satu) bulan sejak jangkajwaktu berakhir.

: Bagian Ketiga
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

(1)

(2)

( 1 )

■ y-- • Pasal 73 ..
Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN

atau SKPDLI3 yang tidak benar sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi :

a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB ganda;...

b. Objek Pajak tidak ada; j y

c. Objek !atau subjek pajAk yang dinyatakan batal demi

hukum; dan/ataU; . ; %
m. 'i T

d. pehetapam sebagai ;Wajib:;Pajak'!)atas objek Pajak yang 

belum jfelas diket|!heji Waj i$j Pajaknya.

Pe r mo hon a n W p e m bata 1 a h : sebagaimana dimaksud pada.. .... : , . ;  j ~
ayat (l)','4dP.?Tdiajukah:iWajib';Pajak- atau kuasanya secara 

perseqrafigan ratap̂  secara kolektif{ - : ;

3.'..--. i 3.Y 

Pasal 74
■i¥' v

Permohonan^pembatalan)yang diajukan oleh Wajib Pajak
‘ 'i: v, -1 n .

atau-; ĵ.-kp̂ sspTyay : secara r - perseorangan sebagaimana
i?-;?:' ?i.f . ’ y^T  i .T' :'“ 'T T ’

dim^ksud^'d^la^:v:Pasal'!v!T3Tayafc|: (2) : dengan ketentuan
■■■.' f . 'i;* ■ i .j; -: i 'j.’' y*;-j if..-1.' s ■ i-

sebagair-berikut:.)'; : ;' Hv'Tjj T T ajak t ;  a  ::
a. permohonan; ’ • harus‘ / diajukan . secara tertulis, 

ditandatangani' oleh - Wajib - Pajak atau kuasanya, 

menggunakan bahasa 5 ’Indonesia , dan menyebutkan 

alasan yang mendukung permohonannya;

b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat 

ketetapan; ; ‘ y- ' y

c. melampirkan..... /



(2)

(3)

c. melampirkan persyaratan :

1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

2. surat ■ kuasa- bermaterai cukup bagi yang 

dikuasakan;

3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa 

: S K PD, S K PD KB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

; SKPDLB tersebut tidak.benar, y 

Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan 

ketentuan sebagai berikut :1 ;
’ .1 ' ■ * ': ■ ' i . ,"'

a. diajukan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah setempat;
' ' i '

b. melampirkan; persyaratan'data‘pendukung yang dapat 

menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Waktu, ^penerimaan permohonan yang dijadikan dasar 

diterima atau*tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah 

a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam
‘H;

•hal’jdisampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
“ *■

atau;- ;• kuasanya melalui; tempat pelayanan atau

b.

petugas; atau
.‘TjJ, ' ■ ■ U' ’ ' 1
'' 1 - bukti : penerimaan ;surat permohonan
, 1: j?1 : ; •'.; ;' ■

pen^b^tulan; dalam hal\disampaikan melalui pos, jasa

ekspedisi atau jasa kurir, y .

i' ■:;? ■.<;

rrta'rr* topPasal 75

benar-;dalam-
'U i'.

M »
. ' -i b i i'-1 .i!' ■ J'. S

(1) Untuk-— ;mernkstikpri; -pembatalan SKPD, SKPDKB,

^ """D K ^ I^ It^ -^ T R D ^ K f’DN̂ - atau SKPDLB yang tidak
j? !j. { ; ,

- ^Hm-penerbitapnya gb^agdimana dimaksud dalam
■v f k 'r. ’ i j -4

Pasal-.;6 8 . hurjaf rb,- vyajib--dj^aku^n^ penelitian setempat
f j  ' ' ; ■ >  ■; 1 ’ i/ :,i »,!J i j ' i ' j l l l r U '

dan/ atau - penelitian administrasi1 oleh Badan Pendapatan

Daeralny; ;l 1 j - j c h j i  ah". \ks.~
i . : ' 1 . i | ■:

Dalam- t rangka penelitian-- setempat atau penelitian 

administrasi, : Kepala- Badan Pendapatan Daerah dapat 

menugaskan pejabat dan/'atau pelaksana yang memiliki
■ t i , :.!■1 ■ ■■■’ [

kemampuan teknis dan administrasi.
; '!

Hasil -penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dituangkan dalam Laporan-Hasil Penelitian.

( 2 )

J t y

■ f : ■ ■!
' U ; 

■—U'."' i—'p

(4) Laporan



4

4:4344 r-%1 \ ?
-'v

: ; ' i ;  . ■■

v (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 

, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam

penerbitannya- sebagai Idasar untuk membetulkan 

ketetapan Pajak'Daerah. j

(5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat
l’ ' j 1

(1) dituangkan : dalam : formulir ; penelitian administrasi 

kelengkapan data. -

( 1 )

(2)

Pasal 76
Permohonan pembatalan-yang-tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat

(2) dianggap bukan -merupakan surat permohonan

sehingga tidak dipertimbangkan.
: ’ l  l  ' S .....

Dalam - hal permohonan ; pembatalan tidak memenuhi 

ketentuan,; Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam

( 1)

(2)

jangka waktu paling lama ^-fempat belas) hari kerja sejak 

tanggal-penerimaan Surat permohonan pembatalan harus 

memberitahukan secara tertulis kepada Wajib 

Pajak/kuasanya atau kepala ;desa/lurah disertai alasan 

yang- mendasari. ; -  ̂ ../

4  4 4 : ,4  . -T  r  . .  r . , - ,
t - -

Pasal 77
rrBadan^Pendapatan Daerah dalam jangka waktu

■'Yaj::a4> " > ? ' -J! : '4
paling/;lajnaJi(satu) bulan.irsejak-;tanggal penerimaan

i %! * i F.jl.
permohepanl ̂  pemba|alan tJ r sebara lengkap, harus

mem)ipri|^!n;;/ keph't-usapl t̂â s rYp^fjhohonan pembatalan
: '•'Lajif {Y .is: t, .i'" ■ :])!: ii : j !‘l ' ? ;! ) ; i ■ • ■

yangrdiajukan.-^ 44rr4 j :44444 :;;;; '

Keputusan1- sebagaimana' dimaksud -pada ayat (1) dapat 

berupa- mengabulkan atai:i' - menolak permohonan Wajib

Pajak.;; ;r • i : / IV i;

(3) Apabila dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat, (!lj telah: lewat -tetapi Kepala Badan Pendapatan

Daerah'; tidak; memberi s u a t u -' -ke putus a n, permohonan 

pembatalan yang-, diajukan dianggap - dikabulkan dan 

diterbiitkaai; J keputusani; jpeml3atalan sesuai dengan 

permohonan; Wajib Pajal^dklarri jangka-waktu paling lamaif- .4 " *■ . “4 4 r,4' ! ' ' : • ■■' 44 . 4
1 (satufbulan sejak jarigkajwaktu 'berakhir.

;  A -I f Y n;';-, 1 ■, -rr Bagian Keempat..../

:



Bagian keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 78
(1) Pengurangan sebagaimana .’ dimaksud: dalam Pasal 68 

huruf c jvdapat diberikan,'berdasarkan' permohonan Wajib 

Pajak. . ’

(2) Pengurangan : Pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada : ayat ( 1) hanya dapat diajukan secara 

perorangan.: - j

(1)

(2)

Pasal 79
Permohonan-•. ■pengurangan ; • yang "  diajukan secara 

perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
• i 1

(2) harus memenuhi ‘ persyaratan dan dokumen
" ( y

pendukung sebagai berikut :■-.■;;■■■ ,:y;

a. setiap permohonan diajukan juntuk 1 (satu) SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT atau-STPD. atau SKPDLB;

b. diajukan, secara, tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. surat kuasa (apabila dikuasakan);

d. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLBI t ; ; r:

yang belum ‘ kadaluwarsa menurut ketentuan

perpajakan yang berlakuv,

e. Dokumen^cblafnpyajjM^ngil' mendukung permohonan

p e n giii ra ngan- ke te tapa n: pajak,-.-y ••
■ - : •  = ' , ; i v. <•1! j . j i ; ; j; .

Waktu, ipenerimaan'iper-mohonan yang dijadikan dasar 
■ : j  f J:;! i' f . i : y , - ■ !< :i' .'j;.; i' ■ :

diterimdj^tauTidakn^a":permohpnan:Wajib Pajak adalah

a. tanggal tejirna'rsurat-'permohonan pembetulan dalam
’ : j ; .* >./ ’j: ‘ : , V

hal ̂ disampaikan- langsung oleh Wajib Pajak

atau;:\kuasan3'a •; melalui tempat pelayanan atau

1f r'K) t '
>. T .■:'T I i '•.'/''l

'•.'i'..;1. ’ ■ j' ; S j
b. tanggal! buktiipenerimaan .surat permohonan dalam hal

i ; ,  t ' ■ . ' i  i . . ,  V i K  v  i  i ; ,  ,  ;  ; .  r ,  ,  . ;

disabipaikahrrymelalui/iipps,1, jasa ekspedisi atau jasa

kurir-. - .Thjfy r-r.t.ĥ a- ift:| ThhiC/iih.
: ‘y  T  b T ;" :  : : y f y y t ) i p y  y .

Pemberian -.Tengurangem— ebagaimana: dimaksud dalam 
L : ■" : y  '■ y '  ' h T 1 p i j y  i ’ : :

ayat- - y (1), y— apat-; .thibenkanyy kepada Wajib Pajak

berdasarkaHkan\- pertimbangan-:- kemampuan membayar

Wajib Pajak dalam hal-:- - : , y ■■
i ■ j 1 j ■' I

1. objek: Pajak yang Wajib: Pajaknya orang pribadi veteran 

pejuang kemerdekaan, veteran pembela kebenaran,

vh if

.i.-

haji: ,r.:.c1 ii.::

penerima /



penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda 

dapat . diberikan:: pengurangan ^paling tinggi sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen);

objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 

penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan 

dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen);

objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
M : . • , f,: ; •0- I ■ 1 ' U ' j .

berkhtegori miskin" dan dikuatkan dengan surat 

keterangan miskin dhri desa/kelurahan sehingga
1 i, ;

kewajiban",-membayar-jPajak -Dkerah sulit dipenuhi ̂ - . . . . . . . .

dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen);

objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi atau 

badan mengalami (kesulitan atau berkurang 

kemampuan secara ekonomi sebagaimana akibat dari 

kondisi internal dan eksternal usahanya yang 

mengakibatkan - berkurangnya kemampuan membayar 

pajak dapat diberikap i pengurangan paling tinggi
. . . ...............(1,. ,, ,

sebesar 50% (lima pulu|i pepsen).
'//:./ i 7/

U i t  "

i

M'i'i'-'' 1 ■- > ‘ Lr -'j : 1 j i . i>- i1 •" *
(4) Selaijv- ;Pempe,riah; -PengUranga^/sebagaimana dimaksud

/J-b ’ jpilf':' : Vi :j : 7- j//': ""
dalam'./ayaul’f )̂, •kepada Wajib;-Pajak dapat diberikan

pembebasan/batasi-.pokok pajak karena kondisi tertentu

objek^pa|ak-yang/-,atla-;;hubungannya dengan objek pajak

itu sendiFi|-dalam’hal -:-- • - ; j v
t I'r i : ..j : ' ;

1. K ej adi a n d i 1 ua r: ke m a m pu a n manusia seperti bencana
: // 4' ' / f! !/ •.! ■ /i ; J..:, . f; 1

alapi^kebakai]ahvdan; lainnya/yang ;dinyatakan sebagai
i/; i '/:! i; ,!■ ./ i / V

kpjla^ian-lua^.biasa; > 1 t.;/

2. Ij'ungsi- objek;- -:yang{-dikaitkap dengan kebijakan 

Pemerintah:: Pusat, /Pemerintah Provinsi dan/atu
h.  ;u  ' -:v;. :- s -

-Pemerintah Daerah. - ••.- —/--r----
'2:J i . j  ■ ' i ’ ’ " . - . i -L /

1.

Pasal 80
Pengur^hgan - dan pembebasan atas pokok pajak harus 

disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam 

jangka, w a k t u -

a. 3j.rttiga)/^ui^nj-terhitu sejak tanggal SKPD, SKPDKB,



b. 3. (tiga) bulan terhitung sejak ’tanggal terjadinya

bencana alam; atau • ; ; '

c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab 

lainfyang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

men'unjukan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan, diluar kekuasaannya.

(2) Pengurangan' sebagaimana i dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan apabila :

a. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak 

sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan

pengurangan, dan "• ■ - - ' - /

b. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT- atau STPD atau 'SKPDLB yang dimohonkan 

pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah

(3)

diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat 

keputusan - keberatan? dimaksud tidak diajukan 

banding. • r ■

Khusus untuk permohonan pembebasan atas pokok pajak 

sebagaimana ^dimaksud pada Pasal 80 ayat (4) poin 2
‘ ■ J : .

harus-.disampaikan- -kepada; Badan Pendapatan Daerah 

sebelumipelaksanaan fungsi objek.
i y 1.4'

Jfi
-  w. Pasal 81

(1) Untuig^e^^s^i-kamjkemaiTipuan membayar Wajib Pajak
'jfe’.ijt-'J il! i'j ('i i’i’'/: j; j'i' 'j i l ’ .

atau ykbpdj^h/^eritentu objek' Pajak, wajib dilakukan
1 'V j ' (

penelitianjsjsfemi^ penelitian 'administrasi oleh
'  :  :  ;  i '  i  ' l  ' k ’ 1 i ' f '  ' ’■ : '  ■ 1 1 : , ' I

Badan’Pendapatan Daerah.1 : v > :

(2) Dalam;-; -r^ngka^o-'pehelitian;--setem patatau penelitian
••;r ■ u ' i '  ' 'i'1 ;-:"b i ' : n ' L. :'

administrasi, -Kepalai: Badan Pendapatan Daerah dapat

menugaskan pejabat ' dan/atau pelaksana yang memiliki
|v i ' : i .■ '

kemampuan teknis dan administrasi.

(3) Hasil'penelitian setempat sebajgaimana dimaksud ayat (1)
V '. ’ :.il . f j ; i

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
i;{ . - ■ " I - .

(4) Laporan-hasil -penelitian: sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus memastikan ke^sampuan iriembayar Wajib Pajak



a

( 1)

Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dituangkan dalam formulir penelitian Administrasi 

kelengkapan data.

Pasal 82
Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 

dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga 

tidak dipertimbangkan.

Dalam hal 'permohonan pengurangan tidak memenuhi

ketentuan/ Kepala - Badan Pendapatan Daerah dalam 
: ' I •

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
■ . , i

tanggal • penerimaan surat permohonan pengurangan
. 1 • •

sebagaimana dimaksud r dalam Pasal 80 harus 

memberitahukan secara tertulis kepada wajib 

pajak/kuasanya. - — - v :- - .. . -

:;vr
Pasal 83

(1) Kepala (Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) -bulan - sejak tanggal penerimaan
'i ' ii ‘ |

permofcpnan ,y: pengurangan secara lengkap, harus
'i -ih V :i' ' i ' i

memberiRanj keputusan • atas • permohonan pengurangan 

yang diajUkan.- - : • r M-yM r-DTj-b
, ■ , • :'ih| ' -i 'Ii: ' , -’Ii!' ! ■ I

(2) Keputusan; [.$e.pagaipi'^n%: d[intaksu|d, ;pada ayat (1) dapat 

berupa-iminiabulkap'^ ,a$ai)i . menolak- permohonan Wajib

Pajakj'iir 1/1 m'/-•" ! . ^ ;i!i? ! ■ :

(3) Apabila1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
' : iV l ’ii 'fii ■■ M i M - j / i'*-.'- 

ayat (1) telah Jewat ;tetapi;/Kepala Badan Pendapatan
-1 1: i V j 1V ': . ■ j ■ —

Daerah :rtidak- m e m b e ri-su a tu - - ke putu s an, permohonan 

pengurangan .yang diajukan dianggap dikabulkan dan 

diterbitkan 1 keputusarr - pengurangan sesuai dengan 

permohonan 'Wajib- Pajaki;dalam-jangka; waktu paling lama 

1 (satu)i:bulan sejak jangka, waktu berakhir.
. ,v.-, .1 ■

-  i

-  -  k;

'i'I

men :
r. - f i  ■!{!■.

hr.v-.t

:i ■ ,.t .

, u,l"gr-i''b.; / 
■- 'j, v-

A
r: i;r..r

-l-i.. ii-t

Bagian Kelima..... /
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Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 

Administrastif Pajak Daerah

Pasal 84
(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

huruf d'diajukan secara perorangan .

(2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memenuHi’persyaratan sebagai berikut::
i ! ■■■ ' , . ■ ' f ,' '  ? - v ■

a. setiap permohonan diajukan' untuk 1 (satu) SKPD,

SKPDKB^SKPDKBT atal? STPD atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia;

(3)

( 1 )

c. mengemukakan besarnya, persentase penghapusan 

atau pengurangan sanksi administratif yang diminta

: disertai alasan yang jelas; f.- ̂  -

d. melampirkan surat : -kuasa dalam hal surat 

permohonan ditandatangani;bukan oleh Wajib Pajak;
I ' l ; i

e. melundsi pokok, pajak yahg ldiminta.kan penghapusan
i i i, j .. -! i j,:> i

atau p e n gu tangan-sanksi, ad,m in i s tr a ti f;

f. tidak ; mgrpilijd - belum kedaluwarsa

menuruti-k^^tfj^rr'^rp^|p]|gTl yang berlaku; dan

g. djajukanj-dajdtp’idang^ 3 (tiga) bulan sejak 

pelunasan: pokok, pajak? yang dimintakan penghapusan 

atau ipengu ram gan sanks-ii,administratif

Waktu- ^penerimaan- • • permohonan yang dijadikan dasar 

diteriipai^tauvtidaknya perrpohonan Wajib Pajak adalah

a. tanggal -terima' surat permohonan pembetulan dalam
, t i f f f;. ”$.i , v ' '

halHplispmpaikan-; secara langsung: oleh Wajib Pajak

atari -’ kuasanya r melalui tempaffpelayanan atau
'i’'i : ' t i  ''j;,', j; ' 'I 1 , 'i i ‘ i '! I i : : ,,'1 '
petugas;.:atau p ti k-;, - p-tif;-icf

b. tanggaf bulcti penerimaan surat permohonan dalam hal
i, j:  ' r .  : i : ; ■ j ' , j j ; -j : ■ ,

disampaikan vmplajuift posv jasa fekspedisi atau jasa 

kurir. -— • ; ;P /n.Vi B r. - c.f :n' 
j - Pasal 85 ] •

S K PD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang 

telah - • diajukan • permohonan * penghapusan atau 

pengurangan1- sanksi_vadministratif tidak dapat diajukan

.'if 1 f  ' ’t it i :  ■■■’ f  f t i  !i : ’ j f t i f j  i f.’
■ y r - ' - y -  f  ;  • r '  ‘  f  7  T '  - j  1 , -  ; . }  f .  \'t f *  ’ f ' ' .  ' * ■  j  :  f ;•J’ ■ -I ♦ -'••• •/ -t ; l' ..... ; ' - V'» * ’c ’ •

-U'!



(2) Permohonan .penghapusan atau pengurangan sanksi 

administratif ' yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dianggap bukan 

merupakah : :surat . > permohonan sehingga tidak 

dipertimbangkan. . 1

(3) Dalam hal. permohonan- permohonan; penghapusan atau

pengurangan , - sanksi ■ ■ndministratif y tidak memenuhi 

ketentuan, Kepala - Badan; Pendapatan Daerah dalam 

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 

memberitahukan secara tertulis kepada Wajib 

Pajak/kuasanya atau -kepala desa/lurah disertai alasan 

yang mendasari; ■ -;■■■-

• Pasal 86

(1) Kepala- Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) bulan . sejak tanggal penerimaan 

permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administratif secara lengkap,- harus memberikan 

keputusarvatas permohonan-pembatalan yang diajukan.

(2) Keputusan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

berupa'.--jnengabulkan atau menolak permohonan Wajib
1 . jli j | j. i , " , t , I

Pajak.r -pVv -: - . 1 -j :

(3) Apabila idalam jangka wakt-u sebagaimana dimaksud pada
, -  r  ] 1 .  -  '  j :  I ' i l ;  d '  l '  ■ 1. ^  ■ j  .  '  > ,  ■ i  .  ! ;  .  i

ayat (lj j,‘telah lewat • tetapi;, Kepala Badan Pendapatan
V1 d' rjdrd . 'i f j  yi; ■ ','ii i 'i j.- I s 'dd 

Daerah/'tidakj memberi ::aspatu4*-^eputu.san, permohonan
: : .i..v; j - i ;  'j' , i . ill. j

penghapusan ;atau ;peiijgu-rangahdganksi; administratif yang
, i "i ’ 1 .' t ' ]! pd.;. 1 'r. j*; - ■

diajukan, dianggap/dilcabulkarh.dan, diterbitkan keputusan 

permohonan" penghapusan .-'atau pengurangan sanksi

administratif- sesuai - dengan: -permohonan Wajib Pajak
: .y ' !'■' ' ' -■ " ' i S

dalam jangka -; waktu palipg lama 1 ; (satu) bulan sejak 

j angka waktu,-berakhir. - - ■! - -: — ' -

.̂ .;k -.hV; 
■ ih'

'd-rk1 i i '
. 1 ri.?x.i -K:

‘ i.r : i ■ J d  ‘ . . -i
:.r didcr'-::;' rnr.drrif- k -adtu:

wr iJA'CUC’ 7..r. ,T. 'r ''rhrrrr r :.

rr.T.’- ani ''.iArr.r'rra':' :acv: lr.
'.■■i;! : f i- : r ■ ' !l' : d '-  d

add ■ - " " :
r .: ir.ddrdj d ■■ u • .
: V.;m -i ' ■■ .

' ;,qH’ da -r : . ■'
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BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 87
(1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan 

Pendapatan Daerah karena jabatannya atas permohonan 

Wajib , : Pajak dalam ■ hal pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat(l) terjadi apabila: !

a. :Paja.k yang dibayar ternyata besar dari yang 

seharusnya terutang; atau......... ......

b. dilakukan' pembayaran; PajaK yang tidak seharusnya
: i
terutang. : j; '

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi;persyaratan'ri * .....
.Y .......... :' . i ' : ' ' •

a. permohonan diajukan : secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia - dengan i mencantumkan besarnya
i ' . ' '  f

pengembalian yang'dimohonkan-disertai alasan yang

jelas; v

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak 

atau vfotokppi: : ;identihas; penerima kuasa apabila 

dikuasakdh;-r - , ;■YYth-- .v.J;
: '  I ■ J . . 1 i  i ■ ; ;  ■ ■ « 1

c. ipermphpnaii;.. i dilampin:;tYderigah «j ;fotokopi SPTPD,
; 1 i!' pj ,;ji. • 1 S ! -k H 1 ■ ; !l . ' ■

SKPDllB dan^bukthpembayaran yang sah; dan

: i J}!

Md .. rsuFat$|>eiTO oleh wajib pajak,

dalam- hal -;ditandatahgahi''70:leh -bukan wajib pajak
: Y|Y,."YY"': ~ v "  .......

. hartisidilampiri surat kuasa; bermaterai cukup.

(4) Waktu(tphnprimaan -permohonan - yang dijadikan dasar
Y.i." \ ....... ......

diterima atau tidaknya' permohonan Wajib Pajak adalah :

a. t&hggal/ êrip^a;Y;Surat---p'ermphohap; pembetulan dalam
' ;;; l:| i‘t ■ ' j : j '
haf -disampaikanv secara langsung oleh Wajib Pajak
ij;C ' J\ -j , . " ,’v :V........... ' ,
atau- kuasanya ’ melalui tempat pelayanan atau 

petugas; atau . Y ■
’ 1 5 ' ■*''(' . * . . 'i i 1 • ' ■ i . i

b. tanggal; bukti penerima a n - s,u r a t permohonan dalam -hal

disampaikan' 'melalui jposyhjasa -ekspedisi atau jasa
Ykj 1; j! ’ 'i;' ?! l-j ! ..jj :. , , ,v :' i- > ;
kurir.- Y'r jh. t "r/teiafaih: ;■ ̂ vY ■ Y ’'r".:

-u-

wh:.



(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana diniaksud pada ayat (3) 

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan.

Pasal 88
(1) Berdasarkan' hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap 

permohonan;; pengembalian sebagai dimaksud pada Pasal 

87 ayat,(3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan-pembayaran pajak, Kepala Badan 

Pendapatan Daerah- harus, menerbitkan :

a. SKPDLB;. apabila jumlah -pajak yang dibayar ternyata 

lebih'besar-dari yang seharusnya terutang;

b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah pajak yang

dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya 

terutang; atau ; -

c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata 

kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

(2) Apabila japgka waktu; sebagaimana dimaksud pada Pasal 

87 ayat» (5) terlampaui dan t; Kepala -Badan Pendapatan

Daerah: tidak memberikan rsuah—keputusan, permohonan
" h  . ■ » ' ; . v V i 7  U j i ‘ ' ib';:;

pengembaljan-Tptembayaran Pajak dianggap dikabulkan
; ,■ ]j'i,,■; , 'f— . ' y — / — ’ — "C* '■ ' 

dan SKPDLB-h arus diterbitkan'dalam jangka waktu paling
: ■, :( •

lama —(satujbulan.: - : -by y  • v
” v- ( jT i !| j'.} ' . i j "— " p  ‘ r ' '

, j  « | f  1 < • •.  • • i  a  ;  ■ j  J

(3) Pengepiba}ian^: kelebihan,’ pemb'ayaran Pajak dilakukan
■y- j— y 1— " :7—.7- —;' ".k'"

dalamfijangk^l*-.waktu 'paling, lama 2 (dua) bulan sejak 
y  —  -  k ■ :\s -  —  -  ■

diterbitjgmg^^ br̂ Hki » "
(P— fi’i'. 'i)/'j j'— " ’b1 ■ 1 ’)■■' i ' l ' ' '■‘i:. j i' . i'.

(4) Jika;pengembalian »kelebihan-,pembayaran Pajak dilakukan
- - y ;  7 t——; : " -P

setelah-1 lewat-;a2̂ i[̂ Ha). ?Jiulai>,y^e !̂alaij©ddan Pendapatan 

Daerah memberikdn-—mb—an t; bunga— sebesar 2% (dua
— '■p \i ' : ; ■ j'" i ; j . j :. •

permen)y—s ebulajip— atas—!•—-berlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Pajak.; r ;
. ' j  ■ .  ;  ■ :  7 . 7  ”  -  i  ' i  i  ;  : "

1 ■ ' f - p; «- • ■■■-■’ '  y ’ r< r' ;:j r-r; ■ y -

i— ! Pasal 89
(1) Kelebihan pembayaran pajak; diperhitungkan terlebih

i ' • i _

dahulu dengan utang-pajak lainnya.

'hi Y ' - ■i j; y ' p  p  Y
h i ' , ' r-ji.  :7.v; ifPpy ■ -■ r- y  ■ '

'P e;'— ;::- 7 ; - 7  7 —. y»./77' I -
p ' l l i-;.

(2) Atas dasar,

- — f ' : : 7 .. .
Jv'-vi v: v-7'-r.. .‘'p + '-ri: ■! iic'.-v?



(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 

kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat 

diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau 

dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhitungan, sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2),: dilakukan pemindahbukuan. .:

Pasal 90
(1) Kelebihan' .Pembayaran pajak yang masih tersisa 

sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 89 dikembalikan 

dalam:>jan'gka?r\yaktu/v'l (satu) 'bulan sejak diterbitkan 

SKPDLB sesuai hasil penelitian, atau pemeriksaan Kepala 

Badan Pendapatan Daerah. •

(2) Pengembalian - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

(2)

Pasal 91
(1) Surat' Perintah-Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP)-sebagaimana; dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), 

dibuat dalam .. rangkap' 4 (empat) dengan peruntukan 

sebagai berikut;: .... :

a. lembar(ke-!kuntuk Bank (Kas Daerah);

b. lembard-ce-2 untuk- Badan Pengelola Keuangan dan Aset
’ - ! i : : ' :.i; i " - ; ;'f'
Daerah;' --h-V- - - ---

y f p f i T y " h  " . i  'i : i.'. '
c. lerpbarf:kev3:ur7tuk^Wajib( Pajak yang bersangkutan;

■ .y y } ■;;. p  p ? ; ; '' b i, ■ L , ; '  y  t
d. 1 ledi|jar]kei.4^U*ntuicj;feadanPHnda^at^ Daerah.

y'-’Lj '-̂ 4;■ f ’ r p ; . ; i ■’ | ■
Surat Periii|ah , Membpyar; Pembayaran Pajak

■ ' r,:; .,?i r t y i ■■-y
(SPMKP);idibebankan-'--pada;' mata- -anggaran pengembalian

, ;; 'j'' 'yy  y.H y /" - -
pendapatan:<r'pajaky pada j^ahpn;: anggaran beijalan, yaitu

pada- mata; anggaran yangysama -atau sejenis dengan mata

anggaran,■penerimaan semula.

(3) Dalam y-rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak, Surat Perintah Membayar rKelebihan Pembayaran 

Pajak (SPMKP)’ beserta SKPDLB. harus disampaikan secara 

lang§^ri^jyieh.7Pd%'gasr;ypng ditppjuk; oleh Kepala Badan

Pendapatan‘wDae|ra ;̂^paliriig lambat-; i2 t:(dua) hari kerja
j  - l y ; ' ; j .. ■ ; y y y  ' ■ ; y j  "i ’ i’j

sebeltlim- 'jangkay^waktupird (^atu)-L:bulan sebagaimana
. ■ . y ;  • ■ y y y y v  y y ; >  y  - -p ;; y “y. y

d i ma ksud ;d ala m- Pasal S9[ aya t- (4j teri a m p au i.

J '' ! ' '  '' " (4) Kepala ............../
rfy ya:y.

; 4 rit1;.?.: '■J': T



(4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling

lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP diterima.
- 1 ‘ \

(5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mengembalikan lembar ke-2 SPMKPD yang telah dibubuhi 

cap tanggal dan nomor Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) ' disertai 'lembar ke-2 SP2D kepada Badan 

Pendapatan-Daerah. -

Pasal 92
Kepala Badan- Pendapatan-Daerah - menyampaikan specimen 

tanda tangan • pejabat yang - diberi wewenang untuk 

menandatangani SKPDLB-dam SPMKP. kepada Bank atau Kas

Daerah. • - : - - • r
- 7 ' / " "  1 ■ 7j’

' ......... ■; : ’ 7 ” "7 ;
• -  BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN

1- ■ Pasal 93 ■
(1) Setiap'Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet 

paling sedikit Rp. 300,.000.r000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

perytahun wajib menyelenggarakan pembukuan,

(2) Tata cara pembukuan1 sebagaimana dimaksud pada ayat
V,'j. ■

(1),diatiir jebihLlanjut sebagaijberikut :
' i 'v.':7.J: f t t - I i  -'ib'. P  J  . 7 i ! . ' iT T :  : . r t . 1;

a. pembukuan, sekurang-kurangnya .memuat pemasukan,
:j iv.y7-i;;vj& i. r :7M'y 7 7 17  ‘ ‘ 7M:. 

pengeluaran! dan1 saldp; <  ̂ ; 7.
17 ''b,, 'i 'iV ' i''.7 *{' "

b. pembukuan - diselenggarakan 'secara kronologis 

berdasarkan urutan,waktu; -y:; r'y;',

c. apabila; wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu)

usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
■i .

d. ^pembukuan didukungj‘dengan dokumen lain yang 

menjadi, dasar perhitungan pajak berupa nota atau

dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
: '' ' ' ' T  -S : m :e. neraca; dan : e

| '  7  ! ■ .  ' i j ’j l  * ' " ' i **!  ) •  ’ ■ ; j  1 7  ■ ■ ’ '
f. laporan rugi lap^iperusahaan.g,; ; ŷ-

' i f’: -; svi’T'b'A'7 7 : j .. «... •
(3) Setiap Wajib pajak -  usaha dengan omzet

dibawah...Rp.,300.0OQrj30.0,Qb..(tiga ratus juta rupiah) per
tahun harus me; 1 akjuk;a.rij rt|kapitulasi;nilai omzetnya yang
berupa ; pendapatan .1 yang i diterima secara teratur yang

- 1**! * ’• ■ ' ■ •• - ’ - ’r
dapat' "mehjd^r'dasar1 untuk menghitung besarnya pajak
terutah^j-y 7b- — -> 'y

•7:i'.p.);;' .,71.. -7
u T n b u . r J T jy  ; - r : '-  ■-v

M S -it fo 7 ' , '
T T T / T y i T T :  r - r  >
,ir;



(4) Tata cara wajib :pajak melakukan’ rekapitulasi nilai omzet 

atas setiap ' transaksi:';penerimaan: -pembayaran, adalah 

sebagai berikut':

a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan 

brutto usahanya secara: lengkap dan benar;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis 

berdasarkan urutan waktu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu)

usaha, maka rekapitulasi .dilakukan secara terpisah; 

dan 1

d. rekapitulasi -didukung i dengan-dokumen lain yang 

menjadi dasar-.perhitungan pajak berupa nota atau

: dokumen lainnya. ' ' .

(5) Rekapitulasi sebagaimana -  dimaksud pada ayat (3) 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus 

mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

( 1 )

( 2)

(3)

(4)

j . - ■: Pasal 94 - ; -
Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus

: , ;: ,' ' ' | t
dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan

’T :■■). ’ : M !?■■' : i -?!. 'I i
norma; pembukuantyto

Pembukuan sebagaimana dimaksud pkda ayat (1) dapat
S 'f ' ":!s ' M {(T ' ’ 11 I ' ,i ’ t; :YiT

f  f dasap ,suptuk i ::| menghitung besarnya pajak

terutapgp
itiri

PembUltuan '--.atau pencatatan serta rekapitulasi serta
iti? j ’

dokumen^lain yang;:berhubunganvdengan kegiatan usaha 

atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5
■ j'. .V. ' j . .■!. ■ : ■ , ' .

(lima) tahun. T -y ; 4-i- ; ' !

Wajib-Pajdk;yang^^dikecualikan dgr-i ;kewajiban pembukuan 

dan pencatatan-adalah:: ; ;

a. Pajak ;Reklame;,

b. Pajak .Penerangan-vJalari;
. . 1 ' ' - ’ . . ' p;/; r? t ■ ■ l

c. Pajak Air Tanah; . ' j - ’ . pu:-vr
i i' ‘ .: ' i' . * •

Wajib -  Pajak ; yang tidak.... melaksanakan kewajiban 

pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal
' . I

93 ayat (1); -dam ayat 4(3), akan -dikenakan sanksi 

perpajakan berupa . penetapan besarnya pajak terutang 

akan , dilakukan secara jabatan berdasarkan pertimbangan

subjektifipetugas'pajak- ' '> r
.•■■‘t?,i i: ■' . , ij'r’
■;r ’H r ’- 't ' ' ’i:;?--!. .> •' ,

j; T T :  ' i j ;  ,t, : v ;
1 ■ -’it pamp: :r



/t

(6) Selain :sanksi perpajakan: sebagaimana dimaksud pada 

ayat: (5), Wajib- Pajak yang 'tidak, melaksanakan kewajiban 

pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 

93 ayat (1) dan ayat , (3) akan dikenakan sanksi 

administratif berupai pemasangan spanduk atau plank 

bahwa' ; .usaha tersebut tidak • mematuhi Ketentuan 

Peraturan Perpajakan Daerah setelah ■ terlebih dahulu 

diberikan' surat ! teguran : pertama dan kedua dengan 

tenggang .waktu'1 masing-masing selama 7 (tujuh) hari 

kalender. ■ : •

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 95
(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :

a. kinerja-Badan Pendapatan Daerah;

b. semangdt kerja bagi pejabat dan pegawai;

c. pendapatan asli daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian " insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| : " f  ,  * ‘  ■ v  i -  ,

dibayarkan -sesuai dengan: pencapaian kinerja yang telah 

ditentukan.

(3) Besarnya insentif ditetapkan; dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. .; : . j;

(4) Ketentuan-lebihdanjut tentang Insentif Pemungutan diatur 

denganrKeputu-sanrBupah. ;
I :

. .' h'' 'l j’ ■ ■ ■ ■ ■ k'.) ■ .
■ h : ke n a h' a1?].: 1% ■ ■ .oatt;: ■ "  .'f.'.:.

j1’' I j ' ,:i; . . . I : i .hi. , . •
V'i-'A---. XIII; . H j

KETENTUAN LAIN-LAIN
: hi;y.

‘V ..’.[-T .! 'Ji. .'J’ T . l  iv! jiv '.;.( J'f J 
.''''rurckiF;'''.' ■ '„f.J'h- J[ Pasal 96 ^  ~ .• •

(1) Bupati',melimpahkah; kewenarigan penyusunan Standar
• I3':‘ V-V.Ti’. T’f  "T llT-h'

Operasional ■ Prosedur kepada Kepala Badan Pendapatan! \-r .: I
h '  i,i ■ ;Daerah:-. .> : h ’ J . .

(2) Standar i'dokumen dalam pengelolaan Pajak Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang  ̂ tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Samos’in ini.; J i J J

■ \ 'i h'J • ‘h : ■; ' ■: ■ -WS .i:.
■'■M'i y L .T?T U u •(.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan 

Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir 

(Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 16 Seri 

F Nomor 381) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

v* * tr\ r>ra sa i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

niundangkan di rangururan 
pada tanggal | (p 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAG AL A, M.Hum 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR 
lmiuu jjuzu \ A- ojC/ix.x r liumurt [0 O

L» ne tap Kau cm rariguiuran 
Pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,
/ kv / u j  A / W W

n  a DTnm  csm/mAT a m  xvnuL J.X/AX1 unum/iiuii





























































































































GG.LAPQRAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Permohonan : .........................................................
Nomor Laporan : .........................................................

T o n r f f r o  1 T o n n r o n  ■^ Uui* • *.... ................... ..................................

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ....................................  tanggal ................  telah
dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal
.......................  sampai dengan tanggal ..................  terhadap permohonan .......................  yang
diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasanya.

L UMUM
1. Nama Wajib Pajak : .......................................................................................
2. Alamat Wajib Pajak : .......................................... ............................................
3. Masa Pajak : .......................................................................................
4. Jenis Ketetapan : .......................................................................................
5. Pajak Terutang : Rp........................

(Dengan Hurul) : .......................................................................................

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PENELITIAN
1. Penelitian Administrasi

2. Penelitian Fisik

IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

2. Usul

Petugas Peneliti I, Petugas Peneliti II,

(......
NIP. NIP.

Mengetahui 
Kepala Sub Bidang

(........................................ )
NIP............... ............ .

Diundangkan di Pangururan 
pada tanggai ( M 2020

a  a  ■nr*» a  t t0£/£\IUJ JL niUO U/1DXUUX;

Drs, JABIAT SAGALA, M.Hum 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 13631212 133003 1 007
T > p - o T m *  T I A T T . T J A U  t t  * ~ R T I ~ P A S S

TAHUN 2020 NOMOR {  2. SERI F NOMOR 3 0

BUPATI SAMOSIR, 
Cap/Dio

RAPIDIN SIMBOLON


